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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 
PARTAI DEMOKRAT JI. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-705759/ E'Ct. 190 

PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSIPARTAIDEMOKRAT 

TERHADAP 

4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINS! SUMA TERA BARA T 

TENTANG 

1. Penyelenggaraan Bantuan hukum. 

2. Pengendalian dan Pengembangan Rabies 

3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

No.4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 

Minangkabau. 

4. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 

------------------============================ 
Disampaikan dalam Rapat Paripurna 

DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Senin, 27 Oktober2014 

Juru Bicara : H. Nofrizon. S.Sos 



~ Assalam ualaikum Warahma tullahi Wabaraka tuh. 

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Su111atera Barat. 

Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua 

Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Provinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/ Asisten/ Kepala Dinas 

/Badan/ Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir. 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta 

undangan yang berbahagia. 

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah 

SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia 

Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat 

Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam rangka 

penyampa1an Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 

4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Shalawat beriring Sala.m disampaikan untuk Junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan " Allah Humma 

Shalli 'Ala Muhammad,Waala Alli Muhammad " yang telah 

mewariskan untuk pedoman hidup umat yaitu Al Qur'an dan 

Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju 

keselamatan dunia dan akhirat. 



~ Pada kesempatan 1n1 izinkan kami mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan sidang Paripurna 

DPRD ,Pimpinan DPRD dan sdr.Gubernur yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami untuk n1enyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat dalam rangka 

penyampa1an Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 

4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr.Pimpinan dan anggota DPRD,Gubernur,Anggota Forum 

Koordinasi Pemerintah Daerah dan hadirin yang kami 

muliakan. 

Setelah mendengar, dan membaca 4(empat) Ranperda 

Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan sdr.Gubernur 

tanggal 22 Oktober 2014 yang lalu Fraksi Partai Demokrat 

menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Sdr. Gubernur dan 

SKPD yang terkait yang telah menyelesaikan 4(empat) 

Rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. dan 

kami memandang perlu memberikan masukan, pandangan atau 

mempertanyakan serta mengklarifikasikan beberapa hal yang 

terkait dengan ke 4.(empat) Rancangan PERDA tersebut 

se bagai beriku t : 

1. Penyelenggaraan bantuan hukum. 

Sesuai dengan pasal 28 D ayat(l) UUD 1945,dan Undang-

Undang No.16 tahun 2011,tentang bantuan 

hukum,Pemerintah daerah telah menyampaikan 

rancangan Perda tentang Penyelenggaraan bantuan 

hukum kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat. 



Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan 

a. siapakah lembaga yang dimaksud pasal 4 

ayat(l),karena Pemerintah Daerah ·bukanlah Lembaga 

Bantuan Hukum seperti dimaksud pasal l.poin 9.dan 

persyaratan dalam pasal 6.serta kewajiban pasal 9 . 

b. Pasal 12 ayat (3) Tugas dan wewenang Pemerintah 

Daerah dilaksanakan Biro Hukum.seclangkan dalam 

pasal 21 dan 22 rnengatur tugas Biro Hukum yang 

bertentangan dengan 12 ayat(3) mohon penjelasan. 

2. Pengendalian dan penanggulangan Rabies. 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan 

a.Apakah Pemerintah Daerah mempunya1 

badan/unit/petugas yang melakukan pengawasan 

terhadap lalu lintas keluar masuk He\van Penular 

Rabies (HPR)diperbatasan \vilayah,karena 

kenyataannya banyak hewan terutama anJ1ng 

peliharaan yang masuk kewilayah Sumatera Barat. 

b. Dalam pemberantasan penyakit/ Rabies yang berasal 

dari anJ1ng kenapa Pemerintah Daerah tidak 

melibatkan organisasi rnasyarakat penggemar 

memelihara. anjing seperti Persatuan Buru Babi dan 

organisasi pemelihara/pencinta hewan lainnya. 

c. Penya.kit Rabies berdampak kesehatan masyarakat 

kami tidak melihat keikut sertaan dinas Kesehatan dan 

SKPD terkait lainnya dalam Perda ini. 

d. Apabila masyarakat telah terkena Rabies adalah 
masyarakat tidak mampu apa langkah Pemerintah 

Daerah dalam upaya pengobatan bagi masyarakat 

tersebut denQ"8n nh;::it V!lna ~~nCT-::it nv:i"J-v1l 



3. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Su1natera Barat 

Nomor.4 tahun 2009 tentang Pendirian yayasan Beasiswa 

Minangkabau. 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan ; 

a. Kenapa Perda Nomor 4 tahun 2009 yang telah 

diundangkan dalam lembaran Daerah nomor 37 pada 

tanggal 26 Agustus 2009 dan kepengurusan Yayasan 

Beasiswa Minangkabau telah berdiri semenjak 1 

Agustus 2010 belum dapat beroperasi,apakah suatu 

kelalain atau disengaja untuk tidak bisa beroperasi. 

b. Apakah Yayasan Beasiswa Minangkabau tidak punya 

Anggaran Dasar dan Run1ah Tangga untuk melakukan 

kegiatannya baik dalam bidang Sosial atau bidang 

Ekonomi. 

c. Kenapa pengelolaan dana hibah dari PT.Rajawali 

semenjak diterima tahun 2009 tidak dikelola secara 

baik dan dibiarkan begitu saja. 

d. Karena Peraturan Daerah N 01nor 4 tahun 2009 

,tentang pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau 

adalah merupakan keputusan bersama antara DPRD 

Provinsi Sumatera Barat dan Gubernur Su1natera Barat 

kenapa harus dicabut bukan dilakukan 

penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa pasal­

pasal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 

Dalam N egeri nomor. 32 tahun 2011 , ten tang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari APBD,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor.52 tahun 2012 ,tentang pengelolaan Investasi 

Pemerintah Daerah. 



e. Apakah dengan pe:obentukan SKPD atau Unit Kerja 

baru tidak melampaui batas jumlah SKPD yang sesuai 

dengan undang-undang. 

4. Pemberian air susu ibu eksklusif. 

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan 

a. Perda tentang Pemberian Air Susu ibu Eksklusif ini 

apakah akan dapat dilaksanakan masyarakat terutama 

keluarga yang ibu se bagai pekerj a se bagai wanita karir 

yang mengutamakan karirnya untuk 

berkembang,sesuai dengan pasal 6 perda ini 

b. Bagaimana Pemerintah Daerah melakukan pembinaan 

dan pengawasan terhadap pemberian ASI Eksklusif 

dan susu formula bayi sesuai pasal 26. 

c. Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugasnya 

terkait pemberian ASI Eksklusif akan diberi saksi 

administratif sesuai pasal 27.28,29 dan 30. 

d. Pasal 22 ayat (2),(3) dan (4) apakah pernyataan tertulis 

tersebut disampaikan kepada Menteri atau kepada 

Gubernur. begitu juga dengan Pasal 23 ayat (2). 

Demikianlah beberapa pendapat saran clan pertanyaan 

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam 

Pemandangan Umum Fraksi ,mohon tanggapan dan penjelasan 

sdr Gubernur untuk menjadi bahan pertimbangan bagi anggota 

DPRD Provinsi Sumatera Barat,dalam sidan5 ko111isi-komisi dan 

gabungan Komisi secara mendalam .Apabila terdapat kesalahan 

dan kekurangan dalam saran dan pertanyaan kami mohon maaf 

dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. 

BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH, V/ASSALAM MUALAIKUM. \VR. WB. 
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Padang 27 Oktober 2014. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

etua Sekretaris 
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SABAR.AS.S.ag. 
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H. Nofrizon. S.Sos 



Pemandangan U mum 
Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Terhadap Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 
dan 

4 ( em pat) Ranperda ten tang : 

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 
3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 

TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 
MINANGKABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Oktober 2014 

~\fz: ... / 4L\~,. -..,..,.,,~ ~~.n 
~_j# ......-..J_jr-;:---r 

Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat ridha dan karunia-Nya kita diberi nikmat kesehatan dan 

kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, deng,m agenda 

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranpercla tersebut 

diatas. 

Selanjutnya salawat beriring do'a keselamatan tidak lupa pula kita 

kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah 

mengangkat derajat manusia menjadi insan kamil dimuka bumi ini, dan 

kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. 



· Yth.Sdr. Gubemur Sumatera Barnt 

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Surnatera 

Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat 

Sdr. Keiua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, 

Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartmvan dan 

Hadirin yang berbahagia 

Terlebih dahulu kami dari Fraksi PPP mengucapkan terimakasih 

kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada 

Fraksi untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Tcrhadap 

Ranperda Tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 4 

(empat) Ranperda tentang : (l)Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

(2)Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (3)Pencabutan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pcndirian Yayasan 

Beasiswa Minangkabau (4)Pemberian Air Susu lbu Ekslusif. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang /\PBD 

Tahun Anggaran 2015 ini, yang merupakan hasil kesepakatan KU/\-PPAS 

APBD Tahun 2015 yang disetujui bersama antara pemerintah daerah 

dengan DPRD periode yang lalu. APBD tahun 2015 ini adalah mcrupakan 
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· APBD yang pertama yang akan ditetapkan bersama Gubernur dengan 

DPRD Periode 2014-2019. Tentu akan menjadi harapan kita sernua, 

APBD ini akan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan yang telah 

diperhitungkan dengan penyesuaian kemampuan daerah. 

Sesuai dengan RPJMD 2010-2015, Fraksi kami ingin mengetahui 

dan penjelasan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan yang 

telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun ke empat masa jabatan 

pengabdian Gubernur menuju tahun kelima, sudah sejauh mana realisasi 

target-target yang telah ditetapkan tersebut dicapai sampai saat ini. 

Mengenai Hibah Bansos untuk Tahun Anggaran 2015, Fraksi kami 

menginginkan adanya legalitas yang jelas sehingga dalarn pelaksamrnnnya 

dilapangan tidak menyulitkan para penerima Dana Hibah tersebut 

sehingga pelayanan yang diterimanya betul-betul prim a, efokti r dan 

efisien. 

Sesuai dengan penyampaian saudara Gubernur mengenai Ringkasan 

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015, ada yang masih memerlukan 

penjelasan bagi kami tentang target sisa lebih perhitungan anggarnn tahun 

lalu sebesar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah). 

Apa maksudnya menargetkan silpa sebesar jumlah tersebut diatas. 

Mengenai DAK kami ingin memperoleh penjelasan, mengapa OAK 

tidak dimasukkan pada APBD awal, sedangkan angkanya sudah diketahui 

secara j elas. 
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Belanja tidak langsung jumlah Rp. 725.469.264.900,- dan pada 

tahun ini bertambah Rp. 97.636.239.400,-. Kami mohon diberikan data 

lengkap tentang kepegawaian Provinsi Sumatera Barat beserta rinciannya. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Dari penyampaian 4 Ranperda ini jelas terlihat bagi kita bahwa 

kedepan akan semakin sempuma pula pelayanan kita terhadap kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat, pembahasan tahap pertama kita mulai dari 

Ranperda: 

1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

Ranperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana 

kita ketahui bahwa berbicara tentang bantuan hukurn ac!alah scbagai hak 

konstitusional warga Negara, juga telah diatur lebih lanjut dalam berbagai 

peraturan. Begitu pula untuk memperoleh bantuan hukum bagi nrnsyarakat 

miskin dalam menghadapi masalah hukum, yang telah c!iatur pula dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan. Sejumlah ketentuan tersebut 

mengamanatkan agar dilaksanakannya kewajiban konstitu~ional 

pemerintah, baik yang dibebankan ki;pada pemerintah pusat nrnupun 

pemerintah daerah untuk menyediakan bantuan hukum bagi masymakat 

miskin. 

Perlu juga kita simak, selain peraturan perundang-u•1dangan diatas, 

terakhir ada pembentukan undang-undang yang telah pula mengesahkan 

undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang secara 
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khusus mengatur bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pernberian 

bantuan hukum kepada masyarakat kita sangat perlu dan mendesak 

diberikan kepada masyarakat mengingat kesadaran hukum penalaran dan 

pengertian didalam masyarakat yang sangat bervariasi, mulai dari buta 

hukum sampai kepada yang mahir memanfaatkan celah-celah hukurn yang 

ada yang digunakan para pihak yang bermasalah dan berperkara, maka 

kehadiran undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang 

perjuangan gerakan bantuan hukum di negeri ini. Bantuan hukum sangat 

diperlukan, tidak saja dalam kontek pembelaan korban pelanggaran hak 

sipil dan politik, mereka juga dijadikan salah satu metode clalam 

pembelaan dan promosi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga 

penempatan posisi bantuan hukum yang demikian menycbabkan 

pentingnya isu bantuan hukum lebih banyak menjadi pendekatan berbagai 

pihak, dari berbagai hal, hak yang telah kita utarakan diatas clalam rangka 

menyempumakan Ranperda ini ada beberapa ha! yang pcrlu karni 

sampaikan. Kami memerlukan informasi data-data valid tcntang 

masyarakat miskin yang akan dilayani/membutuhkan bantuan hukum. 

Karena sasaran dari Ranperda ini adalah masyarakat miskin yang 

memerlukan bantuan hukum, karena itu kami mohon penjelasrn1 tcntang 

angka valid dari masyarakat miskin. 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Selanjutnya kami ingin menyampaikan pendapat karni tcrhadap 

Ranperda 

2. Ranper_da Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

Sejauh mana kesiapan dan langkah-langkah apa yang diambil oleh 

pemerintah provinsi untuk pengawasan lalu lintas keluar masuknya 

hewan penyebar rabies/HPR dari luar atau antar daerah dalam 

Provinsi sehingga dapat dipastikan hewan tersebut benar-benar 

bebas dari rabies. 

Dalam rangka pencegahan penyebaran rabies, diharapkan 

pemerintahan daerah lebih sungguh-sungguh untuk melakukan 

penertiban kepada pemelihara HPR. 

Diharapkan pemerintah mempermudah akses untuk menc!apat 

vaksinasi rabies secara berkala. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami I-lormati, 

Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan Pandangan Umum 

tentang 

3. Ranperda Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau. 

Mengenai pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009, kami rninta 

penjelasan sejauh mana Pemda telah melakukan pcngkajian kntang 

pencabutan Perda ini. Kita mengharapkan bahwa dana pihak k.8 tiga 

yang telah ada selama ini jangan sampai dana ini lari dari scmangat 

awal dari semangat Yayasan Beasiswa Minagkabau. 
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Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Perkenan kami untuk menyampaikan pendapat kami mengenai 

4. Ranperda Pemberian Air Susu lbu Ekslusif 

Untuk mencapai maksud dan tujuan Rancangan Peraturan Daerah ini 

tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, kami menyambut baik. 

Kemudian dari itu, untuk mencapai maksud dan tujuan dari Ranpcrcb ini, 

kami mohon penjelasan, langkah-langkah apa saja yang telah dilaksanakan 

dalam rangka koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota se­

Sumatera Barat serta pihak-pihak terkait lainnya dalarn pclaksanaan 

Peraturan Daerah ini. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PPP terhadap Ranpcrda 

Tentang (l)Penyelenggaraan Bantuan Hukum (2)Pengendalian dan 

Penanggulangan Rabies (3)Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau 

( 4)Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif. 

Kami Fraksi PPP setuju dilanjutkan pembahasan Ranperda ini pada 

tahap selanjutnya, Mahon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan 

dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PPP ini, terimakasih atas 

perhatiannya. 
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Billahit taufik wal hidayah 

Padang, 27 Oktober 2014 

Fraksi PPP 
DPRD Propinsi Sumatera Barat 

Ketua Sekretaris 

1. Penasehat 
2. Ketua 
3. W akil Ketua 
4. Sekretaris 
5. B endahara 
6. Anggota 

r1::-i Anggota 
·l_V Anggota 

Juru bicara 

Zalman Zaunit, S .Sos 

: Yulfadri Nurdin, SH 
: H. Amara Lubis, S.Sos.I 
: H. Iraddatillah, S.Pt 
: Yuliarman 
: Syafril I!yas S I P 
: H. Martias Tanjung, S.Ag 

Yuliarman 

: Drs. Novi Yuliasni Dt. Paduko Rajo 
: Zalman Zaunit, S.Sos v' 



Pandangan Umum Fraksi PAN ------------------------------------------------------------------------------------------- ----·---

a 
PAN 

PANDANGAN UMUM. 
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 

M£N6£NAI 

., .. 

{~ 

PAATAI IJliAhlAT HA.SIONAL 

RANCAN6AN PERA TIJRAN DA£RAH 
TENTA.!'16 

1.PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM 
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 
3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TABUN 

2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA l\IINANGKABAC 
4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

DISAMI'A!KAN OLEH: 

PADA HARl!TGL: SEN/NI 27 OKTOBER 2014 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Yth. Saudara Gubernur Provinsi Surnatera Barat 

Yth. Sdr. Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat 

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Sumatera Baral. 

Yth. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, dan 

Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Provinsi Sumatera Barat. 

Yth. Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah , Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala 

Dinas, Sadan, Kantor, Biro di Lingkungan Pemda Sumbar. 

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan, 

Pimpinan BUMN, dan Pimpinan BUMD Sumatera Baral dan Wartawan 

Media Cetak dan Elektronik, serta hadirin yang berbahagia 
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Pandangan Umum Fraksi PAN ·····----·----------------·-·········-·····--·-----------------------------·-·--·--------·--·-······ 

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah memberikan nikmat waktu 

dan nikmat kesempatan kepada kami Fraksi Partai Amanat Nasional untuk 

menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap 

empat Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang: 

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROV. SUMBAR NOMOR 4 

TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 

MINANGKABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

Selanjutnya salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad saw, yang telah memberikan arah dan tuntunan kepada 

kita umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Saudara Gubernur,Pirnpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia. 

Selanjutnya, dalam kesempatan ini izinkan pula kami menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu hadir 

pada Rapat Paripurna ini. Kehadiran Bpk/lbu di ruangan ini menunjukkan 

bahwa betapa pentingnya acara kita ini. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami, betapa perlunya 

empat Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat ini untuk dijadi~an 

Peraturan Daerah Sumatera Barat. 

Namun demikian, izinkan kami Fraksi Amanat Nasional rnenyampaikan 

beberapa pandangan, saran dan pendapat sebagai berikut: 
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I. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum 

Seperti kita ketahui, penegakan hukum dan keadilan menjadi bagian dari 

perwujudan filosofi "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" sehingga 

bantuan hukum adalah jalan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak 

masyarakat secara hukum. 

Kami sangat menyadari bahwa persoalan hukum dalam kehidupan 

masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat. Dan untuk diketahui bahwa 

banyak masyarakat kita yang tergolong miskin dan perlu mer1erima bantuan 

hukum. Di sinilah peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkannya. 

Berkaitan dengan ini, dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada 

masyarakat Sumatera Barat, maka Rancangan Peraturan Oaerah tentang 

~~~ ~~· .i~,-_t ~-~I,.. 
Penyelenggaraan Bantu an Hukum ini, ~F1ti di~n meft~ Pere1tura.i;i 

Q.aernh PF01v. Sumator:~ Sa rat, d.ilam mngk; ruew, 1judke1n~kses koadilan b~st+ 

nwsyarakat misk+tr-dan rmtuk mem.al~i111alkc:ll1 pe111be1i~11 bsntuon 

ke13~da rrtasya,aRat ya11g-FAombutuhl<li11 di Provir1si 3uffiatera 8".lrst. 

Kami memahami bahwa kajian yang dituangkan dalam naskah akadernik 

dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumbar tentang 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini telah dilakukan dengan kerja keras 

segala pihak terkait. 
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Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan s~rta undangan yang 
terhormat. 

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan 

Bantuan Hukum, kami Fraksi Partai P.manat Nasional dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmaanirrahim, dapat menerima dan menyetujui Rancangan 

Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Bantuan 

Hukum, lffllul< dijadil<BA SQbagai Poratu,ee Doe1at, Prov. 8uii,etern Bars P 
tQ.Atang Psnyeieoggacaan 8ant1e1an Ht.tktlm. 

f)J.affiuri =de111ikieA, l<ami m~a.yacaoke1r:i-eger Ferda lnl nant1nya dapat 

1sasr an secara ua 

3e'I r 1ua lapisan masyarat<at. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia. 

II. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan 
Penanggulangan Rabies 

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan 

pandangan kami tentang Perda Pengendalian dan Pemrnggulangan Rabies 

yang Saudara Gubernur ajukan. 

Kami menyadari bahwa rabies adalah penyakit menular yang bersifat 

akut menyerang syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang 

berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies. 

Rabies dapat menular kepadu manusia yang berakibat fatal jika tidak 

mendapat penanganan yang tepat setelah terserang virus rabies. 
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Penyakit rabies di Sumatera Barat terutama disebabkan oleh anjing. 

Dan diperkirakan penyakit rabies di Sumatera Barat telah merambah hampir ke 

seluruh daerah Sumbar. 

Berkaitan dengan ini pencegahan rabies, dan memberantasnya, sangat 

perlu dilakukan sehingga penyakit ini tidak menjadi ancaman terhadap 

kesehatan masyarakat secara pisik, dan tidak pula menimbulkan ketakutari dari 

masyarakat terhadap Hewan Penular Rabies. 

Dalam rangka melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan 

rabies, Sdr. Gubernur telah menyiapkan Rancangan Perda Prov. Sumbar. Kami 

sangat menghargainya, karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat . 

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pengendalian 

dan Penangggulangan Rabies, kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmaanirrahim, dapat menerima dan menyetujui 

Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pengendalian 

dan Penangggulangan Rabies. Ufttt:ttf: eijadil•mn 'iiebaoai Per.-tblran Da~oh Prn'i'. p 
gumatgra BaFat . 

~n,un demiKian, lrnmi mgnyeirankan kiranya howan anjing yang tidal~ 

dipelif'lere de11 ya11g be1 kellara,i salati satu pe, ,yebab rabie~ dapat dike11dalit<a11 

ciao dikootrol 
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Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia. 

Ill. Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau 

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional aknn memberikan 

pandangan kami tentang Pencabutan Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera 

Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 

Minangkabau. 

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional, sangat menghargai rencana 

Sdr. Gubernur untuk mencabu~ Peraturan Oaerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau ini. 

Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau, terkait dengan penya/uran 

~ >O.~'"lf 
dana hibah PT. Rajawali senilai ~uta US~. Sudah berapa lama dc:na ini 

mengendap di deposito Pemprov Sumbar. Dan sudah berapa pula ar1aknya. 

Tujuan untuk memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa dari 

jenjang S1 sampai denGan S3 sangatlah mulia. Namun hingga kini, setelah lima 

tahun keberadaan Perda tsb, belum dapat beroperasi dan pengurusnya belum 

dapat melaksanakan tugas serta kewenangan yang diberikan sesuai AD&ART 

nya. 

Selanjutnya, seperti yang diuraikan Sdr. Gubernur dalam Nata 

Penjelasannya terkait dengan pencabutan Perda ini, disebutkan bahwa jika 

Perda ini terus dilanjutkan akan dapat menimbulkan persoalan yang rumit. 

Sehingga Pemerintah Provinsi Sumbar berencana untuk mencabutnya. 
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Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan terhadap 

uraian Sdr. Gubernur dalam Nata Penjelasan, pencabutan Peraturan Daerah 

Prov. Sumbar, Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Beasiswa 

~,.~~c r'}\·r~ v,'k/ Q 
Minangkabau, kami Fraksi Partai Amanat Nasio~ -A::ionglJc;;,p ~ z 
J~h'frratrna-nirrahiAl, ss.ngat monyetujuhr1,mk dieBbut-. 

M.in:11 in demikian l~i moRyarankan, niat boil( untul< membcril~an 

baotuan b~asiswa bag~ mahasis\.D,ia tak mampu horus elica, ika, 1 solw3inJa. 

Saleh s~tu solusinya soporti yang diuteral<an Sdr. Gube111rn Ui 1tulot­

t:Demb@ntu.k Unit Ket:ja dengan mensraplmr, Pola Pet 1gelola~l"1 i<.euengan 

Basan l..ayan51n Ur1111m Daorah perlu dipelsjsri den ditindol< lonjufr-

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang 
berbahagia. 

IV. Ranperda Tentang Pembarian Air Susu lbu Eksklusif 

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional akan memberikan 

pandangan kami tentang Ranperda Tentang Pemberian Air Susu lbu Eksklusif. 

Allah SWT berfirman dalam AI-Our'an, bahwa seorang ibu harus 

menyusui anaknya selama dua tahun. Menyusui bayi adalah firman Tuhan 

kepada setiap ibu yang melahirkan. Air susu ibu merupakan amanah Allah 

untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya yaitu 3etiap bayi yang 

dilahirkan seorang ibu. Menyusui anak adalah memberikan awal terbaik dalam 

hidupnya. Menyusui juga akan membantu melindungi kesehatan ibu. 

Air susu ibu merupakan makanan pertama, utama dan terbaik bagi bayi 

yang bersifat alamiah. ASI mengandung berbagai gizi yang dibutuhkan dalam 
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proses pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehinf:,ga akan dapat 

meningkatkan .kualitas sumber daya manusia. 

Pemberian ASI sejak dini akan membantu mencegah berbagai penyakit 

anak, karena adanya antibody penting yang ada dalam kolostrum ASI. 

Pemberian ASI adalah pemenuhan hak bagi ibu & anak. ASI sebagai makan 

bayi terbaik ciptaan Tuhan tidak dapat digantikan dengan makanan dan 

minuman yang lain. (Naskah Akadem1k Ranperda Pemberian Air Susu lbu 

Ekslusif). 

Berkaitan dengan ini, prakarsa Pemprov Sumbar yang telah 

merencanakan Rancangan Perda tentang Pemberian Air Susu lbu sangatlah 

tepat. Karena perangkat Perda tentang Pemberian Air Susu !bu ini akan bisa 

memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab bahwa setiap 

anak terutama bayi akan terperhatikan kesejahteraannya dan terlindungi. 

Selanjutnya, setelah kami mempelajari Nata Penjelasan Gubernur 

Sumbar, dan Ranperda Pemberian Air Susu lbu Eksklusif, beserta Naskah 

Akademik Ranperda Porov Sumbar tentang Pemberian Air Susu lbu Ekslusif, 

kami Fraksi Partai Amanat Nasional dengan mengucapkan 

Bismillahirrahmaanirrahim, . dapat menerima dan menyetujui Rancangan 

Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Ranperda Pemberian Air 

Susu lbu Eksklusif. 

Harapar I ketfl 1i, jike1 Rai,er 1da h 1i telal, ditetspka-n-ta-cH Pe1da, fasilltas 

kh-usus 1 rntuk menyi..1sui dan.. ata11 memersh ASI, pell a dlse01akan olefist!tlap 

ir,.st~nsi sehingg.a memberikan k€~~t-afl-kepads iet:r-y-attg bel<~~e-tt~ 

memhecil<ao A SI Ekslusif ke13ada bayir,ya. Di sa111pirrg-rtcrferrag~esel 1ata11 
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y~t1~ Ffleffibentu ibt1 melel~t1kaFl pe199be1 ia11 kolosli arr I pad a !'5ayl teratartl ter1agb 

k~el 1ata11 di pos yattda ctapat dltrertkan I 1or1u1 yang memadal~ 

Demikianlah, pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai 

empat Ranperda yang diajukan oleh Sdr. Gubernur. Harapa11 kami l<irnl'tya 

Raoper:da dapat diiaQikan Perda Qan dapat Oia~lil,ooike,, den~en beik. P 
Akhir kata jika ada yang kurang pada ~empatnya dalam penyampaiannya 

kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga Allah swt senantiasa meridoi amal 

dan bakti kita. Amin. 

Wabillahit taufiq wal hidayah. 
Wasalamualaikum wr.wb. 

Fraksi Partai Amanat Nasional 
DPRD Provinsi Sumatera Barat, 

Sekretaris 

H.Muzli M.Nur1S.Pd 
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LAMPIAN II: 

Dalam kesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Amanat 

Nasional (FPAN) untuk menyampaikan beberapa panclangan, komentar, 

saran dan pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai borikut : 

I. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

Pemberian bantuan hukum (legal aid) oleh Pemerintah Daernh b3.gi 

masyarakat miskin merupakan salah satu wujud pemcmuhan hak 

konstitusinal dan perwujudan dari hak atas persamaan di hadapan hukum 

bahkan Fran Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul Probono 

Publico Hak Konstitusiona.l Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bnntua.n 

Hukum menyakan bahwa hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum 

tidak boleh dibedakan dengan pelayanan publik lainnya seperti 

kesehatan,pendidikan, agama,sosial clan lainnya. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional setelah mendengar nota 

pengantar saudara gubernur dan memeperhatikan Rancangan Pornturan 

daerah tentang Penyelengaraan Bantuan Hukum ini maka kami butuh 

penjelasan, jawaban clan pendapat saudara Gubernur tcrhadap hal·hal 

sebagai berikut : 

1. Siapa yang bertugas memberikan bantuan hukum ini ? apakah 

diperlukan suatu lembaga Independen atau lembag:1 yang 

dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah langung yang 

menanganinya ? mohon penjelasan ! 

2. Apakah pelaksanaan bantuan hukum yang clilaksanakan oleh 

biro hukum kantor gubernur selama 1111 belum borialan 

sebagaimana mestinya, hingga diperlukan Pernturan Dacrah 

sebagai payung hukumnya ? mohon penjelasan saudara gubcrnur! 

3. Dalam Ranperda ini Bantuan hukum yang cliberikan terkait 

dengan kasus Perkara pidana dan perdata saja, bagaimana 
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dengan dengan perkara Tata Usaha Negara ? Terutama para 

penggugat di PTUN? Mohon penjelasannya sa~dara gubernur ! 

II. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

Setelah memperhatikan rancangan peraturan daerah tentang 

pengendalian dan penanggulangan rabies maka kami menyadari bahwa 

rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang syaraf pusat 

yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusi:t yang 

disebabkan oleh virus rabies. Rabies dapat menular kepada manusia yang 

berakibat fatal jika tidak mendapat penanganan yang tepat sdelah 

terserang virus rabies. 

Penyakit rabies di Sumatera Barat terutama disebabkan oleh anJrng. 

dan diperkirakan penyakit rabies di Sumatera Barat tolah mernmbah 

hampir ke seluruh daerah Sumbar. Berkaitan dengan ini pencegahan 

rabies, dan memberantasnya, sangat perlu dilakukan sehingga penyakit ini 

tidak menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara pisik, dan 

tidak pula menimbulkan ketakutan dari masyarakat terhadap Howan 

Penular Rabies. 

Selanjutnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional butuh penjelasan 

saudara gubernur tentang unsur yang dilibatkan dalam tim ynng akan 

dibentuk dalam pemberantasan Rabies nantinya? karena kami melilrnt tim 

ini akan melaksanakan koordinasi,integrasi dan sinkronisc~si . 

Bagaimana sanksi terhadap yang melakukan pelanggarnn dari 

peraturan daerah ini nanti!lya seandainya DPRD Sumatern Barat 
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menyetujui dijadikan Peraturan daerah ? Karena di dalam ranperda 1m 

tidak terlihat sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi ·! 

III. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 
2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 
MINANGKABAU 

Rencana pencabutan peraturan daerah nomor 4 tahun 2009 tcntang 

pendirian Yayasan Beasiswa minangkabau yang dijuakan saudara 

gubernur pada prinsipnya kami Fraksi Partai Amanat Nasional dapat 

memahami persoalan yang terjadi , tapi tentu kita perlu memperhatikan 

hal·hal yang muncul akibat dari pencabutan tersebut . Karena mencabut 

peraturan daerah dengan peraturan daerah lainya adalah hal yang biasa 

dan wajar. Kita tidak menginginkan menyelesaikan suatu pcrsoalan 

dengan memunculkan persoalan lainya. Kalau ada persoalan dengan 

peraturan daerah Nomor 4 tahun 2009 tersebut kenapa harus dicabut? 

Kenapa kita tidak melakukan revisi terhadap Peraturan daerah tcrsebut? 

Apa yang dikemukan saudara gubernur untuk menghindari permasalahan 

dalam pengelolaan dana hibah dari PT. Rajawali dimaksud Kementcrian 

keuangan menyarankan untuk membentuk SKPD/Unit Kerja dengan 

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK·BLUD) yang nantinya berada di bawah salah satu SKI'D di 

lingkungan Pemerintah Provinsi, tetapi kita juga perlu memperhntikan 

persyaratan dan penetapan PPK· BLUD terse but (BAB III pasal 4 

Permendagri No.61 tahun 2007 dan juga perlu dipedomani Peraturan 

Mentri Keuangan Nomor: 7/PMK./02/2006 tetang persyaratan administratis 

dalam rangka penyusunan dan penetapan satuan kerja instansi pemcrintah 

untuk menetapkan polu pengelolahan keuangan badan layanan um um. 

Dengan demikian kami Fraksi Partai Amanat Nasional menyarankan 

Perda ini di revisi saja, tampa perlu pencabutan. 
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IV. PEMBERIAN AIR SUSU !BU EKSKLUSIF 

Pemberian Air susu ibu kepada setiap anak merupakan Hak setiap 

anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Disamping itu 

sebaik·baiknya makanan bagi bayi adalah ASI karena Asi dapat rnencegah 

anak dari resiko penyakit yang menggagu perkembangan dan pertumbuhan 

si Anak. maka setelah kami mencermati rancangan peraturnn c:aerah 

tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif ini memuat tentang penrn serta 

clan pemahaman tentang pentingnya pemberian Air susu ibu kepacla bayi 

serta kebijakan pemerintah dal pemberian air susu ibu Ekslusif. 

Untuk itu kami Fraksi Partai Amanat Nasional ingin pcnjelasan 

saudara gubernur apakah perlu program ini kita laksanakan d("ngan 

membentuk peraturan daerah ? Apalrnh tidak sebaiknya besaran nnggclran 

dikarenakan diundangkannya peraturan daerah ini tidak sebaiknya kita 

pergunakan untuk sosialisasi ASI eksklusif dan memperbanyak kacler -

kader posyandu / kesehatan hingga ke desa dan kelurahan. Kapnn perlu 

kita buat anggaran yang lebih besar demi untuk melahirkan generasi · 

generasi cerdas diSumatera Barnt Nantinya. mohon pendapat saudara 

gubernur ! 
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Segala puji bagi Allah Azza wa ]a/la, yang telah melimpahkan rahmat dan 

nikmat kepada kita sekalian, S haknvat se1ta salam sem9ga sen an tiasa tercurah 

kepada uswah hasanah kita Nabi :i\fohammad SA \Y/, bcscrta keluarga clan para 

sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, Amin .. 

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kcpada Pimpinan sidang 

yang telah memberi kesempatan kepada karni atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi 

Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum terkait: 

A. Ranperda Penyelenggaraan bantuan Hukum 

B. Ranperda Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

C. Ranperda Pencabutan Perda No 4 2009 ten tang yayasan biasiswa 

Minangkabau. 

D. Ranperda Air Susu Ibu Eksklusif 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya 

hormati 

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Fraksi PKS membcribn beberapa 

catatan penting clan strategis untuk sama - sama kita ccrmati untuk kita jadikan 

masukan dan tindak lanjut demi kernajuan pembangunan pada pcriodc bcrikutnya. 

Catatan strategis clan penting yang Fraksi PKS maksud scbagairnana clisarnpaikan 

melalui pemandangan umurn ini, adalah scbagai berikut: 

A. RANPERDA PENYELENGGARAAN BANTU ANH UKUM 

Mencermati kualitas pcnegakan hukum di dacrah kit:1 Surnatera 

barat yang mana masyarakat yang sedang berhaclapan ckngan hukum 
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, . 
masih banyak yang memerlulrnn bantuan hukum, maka secara prinsip F­

PKS dapat memahami latar belakang diajukanny.a R.annpcrda ini, maka 

kami F-PKS siap memberikan masukkan dan s:uan dalam pcmbahasan 

selanjutnya 

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda rnaka pada 

kesempatan ini, izinkan kami F_PKS untuk memin•a penjcbsan kepada 

saudara Gubenur terhadap Ranperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

yang mana nota pengantarnya teiah cliberikan pacla tanggal 22 Oktober 

yang lalu. 

Setelah membaca Naskah akademik dan c!raf ranpcrcla tersebut 

kami menyampaikan beberapa hal : 

1. Dalam pasal-pasal yang ada dalam Ranperda di jelaskan bahwa 

bantuan hukum dibcrikan kepada rnasyarnkat rniskin yang 

membutuhkan, kami sangat sepalrnt, namun mohon di. 

jclaskan, setiap tahun berapa banyak masyarakat yang 

membutuhkannya, hal ini penting untuk pcnganggaran dalam 

APBD kita, kalau nantik tidak dapat tcrbantu scrnuanya maka 

pemerintah daerah diskriminatif atau jumlah clana tidak 

tersedia. 

2. :Mohon dijelaskan pihak mana yang rnemutusk:111 bahwa 

seseorang bcrhak mcndapatkan bantuan hukum 

3. Bagaimana peran dari pemerintah kab./Lota claLim 1wmberian 

bantuan hukum? j\fohon dijelaskan 
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Mohon dijelaskan juga bagaimana bantuan hukum di berilrnn bila yang 

membutuhkannya bukan seseorang/pribadi i-etap1 sckclompok 

orang/komunitas tertentu, seperti kaum adat disuatu cl:tcrah tertentu 

atau organisasi atau komunitas tertentu? 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin 

yang saya hormati 

B. RANPERDA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 

RABIES 

Setelah membaca Naska akademik dan drnf ranpcrda tersebut 

kami menyampaikan beberapa hal : 

1. Dalam pasal-pasal yang ada dalam Ranperda b,iru dijclaskan terkait 

dengan hal yang mengatur HPR ( Hewan Pembawa Eabics) yang 

jelas kepemilikannya. Semcntara untuk HPR Liar yang ridak jelas 

pemiliknya belum ada pasal yang menjelaskan proses pcnanganannya. 

Maka dari itu perlu penjaclasan dari saudara gubernur tcrkait dengan 

aturan pe:nanganan pernberantasa rabies terhadap I I PJZ Liar yang 

tidak jelas pemiliknya. 

2. Pada Pasal 8 draf Ranperda ini dijelaskan tcrkait dcngan pcncegahan 

Rabies. Dalam pasal ini belum dijelaskan pola bubungan antara 

daerah lain dengan Prnvinsi Sumatera Barnt, clan pClLt koordinasi 

Anatara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kuta dalam hal 

pencegahan yang meliputi pengawasan, vaksinasi tcrh:1clap HPR. 

4 



Kami mengusulkan ketika Ranperda ini di Provinsi Surnatera Barat 

disahkan, maka Kabupaten/Kota perlu juga __ membuat Pcrda terkait 

dengan Pengendalian dan Pencegahan Rabies 

3. Terkait dengan mekamsme pencegahan rabies yang di,nur dalam 

Pasal 8, perlu jug8. kami penjelasan terkait dengan program kcrja yang 

akan dilakukan clan gambarnn besarnn dana yang diburulikan setiap 

tahunnya untuk melaksanakan pencegahan rabies ini.Mohon 

dijelaskan! 

4. Mohon dijelaskan juga program apa yang dilakukan clcng,111 oranisasi 

atau komunitas hobbi mernelihara anjing di Sumatcr:1 ltirat seperti 

FORBI (Forum Buru Babi ) clan lain-lain tcrkait dengan pcnerapan 

Perda ini. 

5. Dalam ranperda ini belurn ada pasal yang rncngarur tnkair dengan 

penangangan terhadap korban rabies. Apakah Pcmcrint:th Daerah 

bisa membiayai korban rabies dalam pengobatan baik rang baru 

terkena rabies, mohon dijelaskan 

6. Ketilrn Ranperda ini disahkan menjadi pcrcla, kita bcrharap bisa 

diterapkan. Salah satu inclilrntor Perda bisa clitcrapkan acLtlah adanya 

aturan yang jclas terkait dengan hukuman terhaclap pihak yang 

melanggar Perda. Nfohon dijelaskan terkait dengan [Jasal yang 

mengatur hukuman bagi pihak yang melanggar Pen.la ini jika di 

sahkan.! 
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Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin 

yang saya hormati 

C. RAI~PERDA PENCABUTAN PERDA NO 4 2009 TENTANG 

YAYASAN BIASISWA MINANG KABAU. 

Rencana Perda tentang Pencabutan Perch Prov. ~urnatcrn Barat 

No 4 tahun 2009 Tentang Pendirian yayasan Bc;isiswa i\Iinangkabau. 

Pemerintah Provinsi Sumataera Barnt sejak tahun 2008 

mengahadapi perdebatan berkenaan pemanfaarnn dana hibah PT 

Rajawali yang nilainya lebih 26 Milyar. Biarpun pcmcrinrnhan sudah 

menyepakati lahirnya perda no 4 tahun 2019 tcntang penclirian yayasan 

beasiswa minangkabau namun kenyataannya pcmerintah clacrnh belum 

juga berani untuk me:ojalankan keputusan tcrscbur dc11g,t11 berbagai 

pertimbangan clan alasan. 

Faktor kondisi terse but berialan sampai hari ini ('.2t 11-l; clan dana 

tersebut hari ini menjadi '9 Milyar clan belum juga realisas1kan clisisi lain 

banyaknya laporan masyarakat baik yang datang lanc',sung kc· 1,cmerintah 

daerah maupun maupun yang tcrekspos kc rncdi:t bal1wt1 b;tn~·ak warga 

tidak mampu yang diterima kuliah atau melanjurkan pcndiclikan dengan 

alas an tidak ada biaya. Maka lebih kurang 2 tahun ini huja u11 datang ke 

DPRD terutama yang meyalahkan anggota dcwan clan pcrnerintah 

daerah tidak peka terhadap pccsoalan pendidikan warga tidak mampu 
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Tentu keadaan tersebut mesti segera disikapi, schingga persoalan 

1ru tidak berlanjut-lanjut yang berdampak ~iclak konclusif di tengah 

masyarakat kita. 

F-PKS sangat memahami clan scpakat clc11ga11 apa yang 

disampaikan oleh Gubenur melalui Nota Pengantar yang menyatakan 

bahwa Perda No 4 tahun 2009 tentang Yayasan Beasiswa i\Iinang Kabau 

kurang sejalan dengan pcraturan perundz.ng-unclangan yang menyangkut 

pengelolaan keuangan daerah baik Peraturan Pemerintah no 58 tahun 

2005, Permendagri no 32 tahun 2011, permendagri no 52 tahun 2012, 

tentu kita tidak menginginkan pemakaian dana hibah tersebut 

menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pach pnns1pnya F-PKS 

sependapat dengan usulan ranperda ini, untuk itu dalam rangka 

memperkaya F-PKS memberikan saran berikut: 

1. Kalu memakai pola PPK-BLUD F-PkS rnenyarankan 

memakai pegawai negri yang sudah acla di SKPD bcrsangkutan 

agar dana yang akan dialokasikan untuk bantua11 pendidikan 

masyarakat tidak mampu tidak tcrgerus de11gan adanya 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, mohun penejelasan 

2. Apakah dalam perencanaan pemerintah d,iernh, BLUD ini 

nantiknya hany,1 menjalankan clana hibah PT r:1j:1wali tersebut 

atau juga rnengusahakan dana hibah clari p1h:tk lain mohon 

penjelasan. 

Gubernur, Pin1pinan dan Anggota DPRD serta 

hadirin yang saya hormati 
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D. RANPERDA PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF 

Ranperda tentang Pemberian ASI Eksklusif 'mcrnpunyai pcran clan 

manfaat sangat penting dalarn menyiapkan anak/bayi untuk tumbuh clan 

berkembang baik secara pisik, mental /kejiwa;i,n, kcccrdas:tn maupun 

social, sehingga melahirkan generasi yang kuat secara pisik clan akal. 

Sedangkan bagi kita umat rnuslim, pasti tidak aka11 mclc\vatkan fase yang 

sangat penting ini untuk perkembangan clan kclangsunga11 hidup anak 

bayi kita. 

Berkenaan dengan itu kami F-PKS sangat mcnyarnbut baik terhaclap 

Rancangan Percla ini clan m-::mberikan apresiasi kepach Cubcnur atas 

cliajukannya Rancangan Perda ini. Karena Sebagai mas\·arakat sumbar 

yang memiliki falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi 

kitabullah, tentu percla pemberian sir susu ibu ini sangat scj:t!an dengan 

clengan semangat clan tuntunan agama. Sebab 1\l Quran mcnyuruh setiap 

ibu agar menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, scb,lgaimana 

clalam QS Albaqarah: 233. Dan kepada suami di\\ :tjibkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan ibu yang menyusui clan mcmcnuhi nafkahnya 

berupa makanan clan pakaiannya. 

Pemberian ASI ekslusif ini juga sejalan clengan kandungan Cirman Allah 

QS An Nisa': 9 yang mcmbcrikan peringatan agar orang rua tidak 

meninggalkan keturunan yang lemah. 

Di sisi lain Rancangan Percla ini F-PKS melihat acb implikasi s)·ariat yang 

harus menclapat perhatian dari Gubenur jika perda i11i 11antinya di 

laksanakan, salah satunya berkenaan dengan pendonoran .r\Sl. Maka dari 
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itu untuk memperkaya makna dankandungan Perch 1111. F-PKS 

memberikan pandangan/tanggapan Sebagai beril\ut. 

1. Sudah sejauh mana tahapan penyusunan Rancangan Perch ini telah 

dilaksanakan, apakah sudah melibatkan berbagai tokoh dan organisasi 

masyarakat selain akademisi clan tenaga keschatan, sepcrti tokoh adat, 

ulama, khususnya MUI, mohon penjelasan. 

2. Terkait pelaksanaan donor ASI yang disebutkan dalam ranperda ini, 

hal ini akan berimplikasi hukum syariat terkait mahram (()rang-orang 

yang diharamkan untuk dinikahi) karena scbab scsusLi:111, sesuai 

firman Allah QS An Nisa: 23 yang menerangbn or:111~,-()rnng yang 

haram dinikahi. Salah satunya haram k:i.rena scc;usuan. :-;l'J;tllh mana 

nantinya pendataan clan pencatatannya sehingga jangan sa111pai terjadi 

20 atau 25 tahun yang akan datang, ada orang yang mL·11iluhi saudara 

sesuannya karena ketidak tahuan dan sejenisnya. 1\loho11 1wnjclasan. 

3. Kalau dilihat dari sudut pandang syariat, pcmbcrian asi kcpada anak 

usia menyusui merupakan bagian perintah agarna yang pen ring untuk 

dilaksanakan. Sejauh mana data clan informasi >·ang dapa1 di laporkan 

sehingga situasinya sudah agak mengkhawatirkan d:111 111csti harus 

dikuatkan dengan Perda, apa tidak cukup dcngan pnguh sehingga 

tidak berdampak pada pcmberian sanksi bagi pclanggarm :t. 

4. Dalam penyusunan pcrcla dituntut untuk mcnampilbn hal-hal 

spesifik atau muatan local (Localwisdom), kira-kira h:tl-h:tl apa saJa 

yang bisa dimasukan dalam Ranperda ini schingga bisa berjalan 

effektif, sesuai kekhasan daerah kita. 
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5. Apakah Ranperda ini sudah monkofer tcrhadap kasus keluarga 

ku{
1
~ng mampu/miskin, yang diakibatkan kckurangan nutrisi / gizi 

sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan ASI anaknya atau ibu 

melahirkan yang tidak procluktif asinya, mohon penjebsan 

6. Budaya hidup dunia ketiga/ modern sangat mempcngaruhi perilaku, 

gaya hidup baik individu maupun keluarga, sebagai CC>ntoh kasus, 

munculnya keengganan ibu-ibu untuk mcnyusui anaknya, gejala ini 

sudah bermunculan di kalangan kaum hawa urban dc11g:ln berbagai 

alasan termasuk alasan tuntutan karier, bagaimana menyikapi hal ini .. 

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari cmpa t Ranperda 

ini. Besar harapan kami k.iranya penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat 

membantu proses pembahasan selanjutnya clan berjalan dcngan baik dan sukses, 

sesuai harapan serta mencapai sasaran. 

Billahisabilillhaq, \Vassalamualaikum \Vr.\Vb. 

Padang, 

Ketua 

27 Oktober 2014 

03 Muharram 1436 H V 
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FRAKSI PARTAI NasDem 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DJ>RD) 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

Alamat : JI. Khatib Sulaiman No. 87 Padang 
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Pandangan Umum 
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatcra Barat 

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 
Provinsi Surnatera Barat Tahun 2015 dan 4 (Em pat) Ranpcrda : 

1. Penyelenggaraan Bantuan Hokum 
2. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 
3. Pencabutan Atas Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2009 Ten tang 

Pendirian Yayasan Beasiswa l\1inangkabau 
4. Pernberian Air Susu Ibo Ekslusif 

Yang Kami Hormati : 

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Oktober 2014 

Sdr. Gubemur Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barnt. 

Sdr. Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Dacrah Provinsi Sumatern Baral. 

Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Pet\vakilan Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro di Lingkup Pcrncrintah 

Provinsi Sumatera Barat serta Pimpinan BUMN/BUMD. 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, rekan-rekan wartawan dan liadirin y,ing k<1111i 

muliakan. 



Alhamdulillah Hirabbil'alamin wassalatu wassala mu'ala asrafilambia iwal mursalin 

wa'ala alibi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illabaillallah waashaduanna 
,· 

Muhammadan ,f'\bduhu Warasulluh laanabiaba'da AUabuma Sali'ala sayidina 

Muhammad Wa 'ala all sayidina Muhammad. 

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT, karena berkat ridha clan 

karunia-Nya kita masih diberi nikrnat kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat 

Paripurna hari ini 

Selanjutnya salawat beriring salan1 tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi 

besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka 

bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam. 

Sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi dan Jk, NasDem berkomitment mengawal 

program pemerintah kami berharap kita semua dapat bekerjasama menyelaraskan Program 

Pusat dengan Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Restorasi Indonesia yang diusung 

dan akan terus dilakukan Partai NasDem mencakup empat kata kerja, sekaligus "kata kunci" 

perjuangan Partai NasDem, yaitu Memperbaiki, Mengembalikan, Memulihkan, Mencerahkan. 

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami 

untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Swnatera Barat 

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 

Empat Ranperda : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, 

Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 

Minangkabau, Pemberian Air Susu Thu Ekslusif. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami honnati 

APBD adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan. dan pelayanan yang paling 

kongkrit yang menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun 

anggaran. Dari APBD akan sangat mudah dikenali, apakah pemerintah daerah masih berorientasi 

kepada dirinya sendiri (aparatur birokrasi) atau sudah mengarah kepada kebutuhan publik, 

walaupun selanjutnya rakyat masih akan bertanya : kepada kelompok mana pemerintah 



/ 

berpihak?, clan untuk kegiatan apa pernerintah bertindak?. Terhadap RAPERDA APBD Provinsi 

Sumatera Barat 2015, bahwa secara manajerial, strategi dan program pembangunan Sumatera 

Barat mendasarkan pada RP JMD Surnatera Barat , di mana tahoo 2015 ini adalah merupakan 

tahun terakhir akan berakhirnya rencana strategi tersebut. Dokumen perencanaan tersebut 

merupakan komitmen dan janji Pemetintah Daerah kepada rakyat untuk memenuhi 

kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang nyata. bahwa Rakyat Sumatera 

Barat sangat mendambakan program-program yang pro rakyat. Untuk itu, berdasarkan dokumen 

tersebut rakyat akan mengukur sejauh mana kinerja pemerintahan menghasilkan output, 

outcome, benefit, dan impact bagi kesejahteraan rakyat. Perlu kita sadari bersama, bahwa seluruh 

energi pernerintahan harus diorientasikan pada capaian yang disepakati. maka Fraksi Nasdem 

mendorong Pemerintah Daerah Sumatera Barat tmtuk memanfaatkan secara optimal atas semua 

pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital untuk kepentingan 

langsung masyarakat, ikut membantu memecahk.am masalah yang dihadapi rakyat, memfasilitasi 

mereka untuk memenuhi kebutuhan dasamya, yang bennuara pada meningkatnya kesejahteraan 

rakyat. 

Dalam Rancangan APBD Propinsi Sumatera Barat di proyeksikan PendapatJ.n Daerah Rp 

3.497.565.235.000,- dan belanja daerah Rp 3.526.528.930.800,-sehingga devisit sebesar Rp 

28.963.695.800,- yang akan ditutupi dengan SILPA sebesar Rp 150.000.000.000,- dan sisanya 

sebesar Rp 121.036.304.200,- untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal kepada Bank 

Nagari. 

Dari total belanja tersebut belanja langsung sebesar 41 % dan belanja tidak Iangsung seperti 

belanja pegawai sebesar 59% . Hal ini rnenunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera 

Barat untuk terus menerus mernperbesar prosentase penggunaan APBD untuk kepentingan 

Belanja Langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Fraksi Nasdem menyampaikan 

apresiasinya. Narnun demikian, Fraksi Nasdem mengajak seluruh Stake Holder untuk 

mencermati bersama, apakah kualitas program tersebut sudah betul-betul Pro Rakyat, atau lebih 

Pro Birokrasi. RAPBD 2015 yang kami pelajari, masih terdapat bany~ hal yang perlu dijelaskan 

oleh Saudara Gubernur mengenai program-program prioritas yang vital untuk kepentingan 

langsung masyarakat, ikut rnembantu memecahkam masalah yang dihadapi rakyat. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan badirin yang kami hormati 

Fraksi NasDem memberikan beberapa catatan dan mohon penjelasan atas beberapa ha! berikut: 



1. Dalam rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dikatakan bahwa dalam 

perubahan APBD tahun lalu sebesar Rpl.588.005.259.000,- mengalami kenaikan secara 

nominal dibanding tahun lalu menjadi Rp l.645.386.457.060,-Kenaikan secara nominal 

bukanlah segalanya, karena kita juga obyektif melihat parameter lain. Mengukur kenaikan 

PAD mestinya bukan dibandingkan pada PAD tahun-tahun sebelumnya, tetapi dibandingkan 

dengan potensi PAD yang ad.a. Oleh sebab itu, kami mohon penjelasan dan gambaran berapa 

besar kapitalisasi potensi PAD sumatera Barat, khususnya tahun 2015? 

2. Dalam kesempatan ini Fraksi NasDem menyoroti Belanja Pegawai dalam RAPBD 2015 yang 

mencapai Rp 725.469.264.900 atau 17 % dari total belanja . Dapat disimpulkan, sepertiga 

total APBD digunakan untuk belanja pegawai . Tanpa mengurangi rasa hormat kepada 

seluruh jajaran pegawai pemerintah propinsi Sumatera Barat. Kami menganggap kurang 

optimalnya layanan Publik. Mohon tanggapan dan penjelasannya ? . 

3. Terkait dengan belanja pegawai yang besar itu, masih terdapat upaya birokrasi 

menganggarkan belanja prograrr., seperti kegiatan pelayanan, peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur. Apabila dijumlahkan biayanya dari seluruh SK.PD yang ada jumlahnya 

mencapai Milyaran Rupiah. Mohon tanggapan dan penjelasannya ? 

4. Mengenai proyeksi kenaikan PAD, baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah jika dibandingkan dengan tahun 2014, kami 

menanyrucan kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat , asumsi-asumsi dasar apa (yang 

bersifat lokal) yang menjadi landasan kenaikan proyeksi pendapatan tersebut. Terkait dengan 

hal itu, atas proyeksi kenaikan komponen-komponen pajak daerah dalam pendapatan asli 

daerah berupa pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan 

bakar kendaraan, pajak rokok, dalam APBD 2015, asumsi-asumsi apa yang dipakai dalam 

menentukan kenaikan masing-masing pajak diatas jika dibandingkan dengan APBD 

Perubahan tahun 2014. Mohon dijelaskan? 

5. Mengenai potensi penerimaan pajak dan retribusi, perlu penjelasan eksekutif tentang objek 

pajak mana yang potensial dan masih belwn sesuai harapan. Tennasuk disisi mana 

kebocoran pajak dan retribusi daerah yang tertinggi? Mohan penjelasan 

6. Kami dari Fraksi NasDem mengangap perlu memperbaiki kualitas layanan krultor pajak, 

mempennudah proses pembayaran wajib pajak, memastikan layanan prima pada tiap kantor 

pajak. 



7. Mencermati pendapatan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor 

dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai penyumbang angka tertinggi PAD, 

apakah ini menjadi prioritas utama penghasil PAD? 

8. Kami mengusulkan kepada Pemerintah propinsi perlu mencari alternative sumber.PAD diluar 

dari pajak tersebut seperti: 

• Me-minimnalisir tunggakan pajak melalui insentif yang menarik, termasuk penghapusan 

denda yang selama ini terbukti efektif menambah nilai pun gut. 

• Meng-inisiasi jenis penghasilan baru yang sangat mungkin dipungut. Dalam hal ini, pajak 

pulsa telepon seluler bisa mulai digagas pemungutannya dengan konsultasi ke 

Kementerian terkait. 

• Meningkatkan setoran devider. BUMD secara lebih proporsional. Hal ini mengingat aset 

dan volume usaha BUMD, nilainya bisa mencapai Milyaran rupiah. 

• Meningkatkan ruang gerak institusi diluar BUMD, serta Rumah sakit, untuk 

meningkatkan Retribusi Daerah clan Lain-lain PAD yang sah melalui jasa-jasa 

penggunaan aset SKPD oleh masyarakat umum. 

• Meningkatkan layanan akses permodalan untuk usaha kecil dan mikro. 

9. Penyertaan modal merupakan upaya Pemerintah Provinsi untuk mcmperbaiki rasio 

likuiditas, solvabilitas clan rentabilitas BUMD. Ini adalah upaya 1intuk menyehatkan dan 

menguatkan keberadaan BUMD sebagai salah satu penggerak perekonomian Sumatera Barat. 

Fraksi NasDem menginginkan penyertaan modal yang dilakukan itu benar-benar efektif, 

terarah dan akuntabel. Dengan demikian, penggunaan APBD yang berwujud penyertaan 

modal ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini sangat 

penting, karena yang menjadi penyertaan modal disini adalah uang rakyat. Fraksi NasDem 

meminta kepada Saudara Gubemur sebagai wakil pemegang saham pemerintah provinsi agar 

melaporkan perubahan modal dasar BUMD kepada DPRD, baik sebelum dibawa ke RUPS 

ataupun sesudah diputuskan. Pelaporan ini penting sebagai bentuk prasyarat transparansi atas 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Khusus BUMD Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut Bank Nagari yang 

merupakan BUMD yang memiliki ekspetasi penyumbang PAD yai,g cukup rnernadai namun 

itu tidak sesuai seperti yang diharapkan, itu terlihat pencapaian laba sarnpai triwulan III tahun 

2014 masih dibawah 50% atau 48,sekian%. 



Ini memerlukan perhatian yang sangat serius dari komisaris sebagai wakil pemegang saham 

karena pengaruh pengelolaan asset yang tidak maksimal terutama kualitas pinjaman yang 

diberikan, mohon penjelasan saudara Gubemur secara komprehensif. 

10. Selanjutnya, kami dari Fraksi NasDem, akan secara khusus meny0roti Sektor Pendidikan dan 

Kesehatan. Hal ini penting, mengingat keberhasilan sektor pendidikan dan kesehatan, akan 

menunjukkan kualitas kesejahteraan Rakyat. 

Menyoroti anggaran dinas pendidikan Rp 115.709.500.000 pada tahun 2015 yang 

meningkat dari tahun sebdumnya sebesar 50%. Lalu ditambah alokasi dana Biaya 

Operasional Sekolah (BOS) yang juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 

Rp 554.165.912.000,- . kami fraksi NasDem meminta penjelasan oleh saudara Gubemur 

Arah kebijakan pendidikan di Sumatera Barat ? 

Dalam uraian Nota pengantar APBD permasalahan utama belanja daerah sector kesehatan 

disampaikan masih belum meratanya pelayanan kesehatan dasar dan penanganan gizi buruk. 

Dengan dianggarkannya Rp 357.000.000.000,- urusan kesehatan, dapat kah ditingk.atkan 

layanan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi yang tidak mampu ? 

11. Dalam RAPBD 2015 tidak tergambarkan dengan jelas strategi mensejahterakan penduduk 

miskin, yang menurut data BPS maret tahun 2014 kota dan desa sebesar 397.000 jiwa 

berdasarkan ukuran garis kemiskinan Rp 292.052,-/kapita/bulan. Mohon penjelasan di 2015 

ini, berapa persen penduduk rniskin yang dapat ditingk.atkan kesejahteraannya, dengan 

strategi seperti apa? Mohon tanggapan dan penjelasannya? 

12. Sebagaimana yg kita bersama ketahui swnatera Barat memiliki potensi sebagai daerah 

destinasi wisata, potensi ini kurang dioptimalkan sebagai Potensi lain swnber PAD. Menurut 

kami pclriwisata jika di kelola serius oleh pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat maka 

akan menumbuhkan industri kecil dan menengah, dan berkembangnya sektor jasa. Kami 

Fraksi NasDem melihat masih minim anggaran pada sector wisata, mohon tanggapan dan 

penjelasannya? 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 

Selanjutnya, tentang Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pengendalian Dan 

Penanggulangan Rabies, Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4 Tahun 2009 

Tentang Pendirian Yayasan Beasiwa Minangkabau, dan Pemherian Air Susu /bu Eksklusif 

dapat kami nyatakan sebagai berikut: 



Pertama, tentang Raperda Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

Kami menyambut baik Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat. Raperda ini merupakan 

upaya kita bersama untuk menjamin hak asasi warga negara memenuhi kebutuhan akses terhadap 

keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukwn (equality before the Jaw). 

Meskipun hak atas bantuan hukum ini tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab 

negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia 

bagi setiap warga negara, termasuk hak atas bantuan hukum. 

Keberadaan Raperda ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk 

melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukwn, khususnya bagi orang 

miskin. Raperda ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang miskin di 

Sumatera Barat. Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena tidak memahami aturan 

hukum, serta ke-awam-an dalam ke-administrasi-an. Oleh karenanya, kami Fraksi NasDem 

sangat berharap, setelah pemberlakuan Raperda ini, harus tidak ada lagi warga Swnatera Barat 

yang tidak memiliki akses terhadap keadilan karena miskin. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 

Fraksi NasDem memandang perlunya bantuan hukum yang preventif, adanya pendidik:an 

hukum, dan akses mendapatkan keadilan. Oleh karena itu kami meminta dan mengusulkan 

kepada pemerintah provinsi Swnatera Barat : 

1. Perlunya pendidikan Hukum dengan bantuan lembaga hukum 

2. Gubernur Sumatera Barat berperan aktif dalarn proses bantuan Hukum. 

3. Mempermudah akses lembaga hukum dalam pengajuan bantuan Anggaran 

Fraksi NasDemjuga ingin mempertanyakan kepada saudara Gubemur tentang: 

1. Berapa banyak perkara litigasi dan non litigasi yang terjadi di Swnatera Barat dan berapa 

yang tercover oleh lembaga bantuan Hukum ? 

2. Seberapa efektif lembaga bantuan Hukum menggunakan dana APBD dalam menangani 

perkara baik kasus pidana maupun kasus perdata? 

3. Dengan teknis pengajuan anggaran yang harus mensyaratkan, berita acara pemeriksaan, surat 

dakwaan esepsi, duplik, replik yang menurut kami terlalu panjang mengingat proses terbitnya 

surat memakan waktu, mungkinkah proses ini dipersingkat? agar mac;;yarakat yang 

membutuhkan bantuan hukun1 dapat dibantu dengan optimal, mohon penjelasan 
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Kedua, tentang Raperda Pengendalian Dan Penanggulangan Rabies 

Fraksi NasDem memandang Pemberantasan rabies di wilayah Sumatera Barat memerlukan 

peraturan daerah sebagai payung hukum agar penanganannya dapat dilakukan secara terpadu 

dengart sistem yang jelas, serta dukungan semua pihak. Perda sangat diperlukan agar 

pencegahan rabies dapat dilakukan dengan tegas, karena ada dasar hukwn sebagai pijakan. 

Dengan perda pula dapat diatur secara jelas langkah-langkah penanggulangan. 

Kami mempertanyakan kepada saudara gubernur, 

1. Berapa hewan yang telah terdata terinveksi Rabies di Sumatera Barat ? 

2. Langkah preventif yang dilakukan oleh dinas peternakan terhadap pcnycbaran Rabies di 

Sumatera Barat ? 

Ketiga, tentang Raperda Pencabutan PERDA Provinsi Sumatera Barat No 4Tahun 2009 

Tentang Pendirian Yayasan Beasiwa Minangkabau 

Dalam Nota Penjelasan Gubemur Sumatera Barat bahwa Yayasan Beasiswa Minangkabau 

diundangkan pada 26 Agustus 2009 rlikukuhkan pengurusnya pada tahun 2010 Fraksi NasDem 

ingin mempertanyakan mengapa tidak di konsultasikan terlebih dahulu dengan Kementrian 

keuangan sebelum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan ? 

mohon penjelasan. 

Keempat, tentang Raperda Pemberian Air Susu lbu Eksklusif 

Fraksi NasDem mendukung Perda sebagai upaya untuk meningkatkan pemberian ASI 

eksklusif yang merupakan awal dari penciptaan generasi berkualitas dimasa mcndatang. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 2012 tcntang Pernhcrian Air Susu Ibu 

(ASI) Eksklusif PP tentang Pemberian ASI Eksklusif. Perda Pernbe1ian Air Susu lbu Eksklusi 

merupakan amanah dari pasal 128 (2) UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan rnenyatakan: "selama 

pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemda dan masyarakat hams rncndukung ibu bayi 

secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas umum dan khusus." 

Peningkatan cakupan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Eksklusif. Perlu 

memiliki payung hukum khusus untuk mencakup semua pelayanan kesehatan, yaitu antara lain 

rumah sakit, puskemas. Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMO) dilakukan di semua lini 

pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjamin bayi mendapatkan haknya. Sctiap pelayanan 

kesehatan tersebut juga menyediakan klinik laktasi di mana konseling diberikan pada setiap ibu 



,. 

hamil dan menyusui. Fraksi NasDem mengusulkan juga mewajibkan puskesmas di wilayah 

Sumatera Barat untuk bebas dari susu formula. 

Fraksi NasDem juga ingin mempertayakan kepada saudara Gubernur Sumatcra Barat sudah ada 

kah kantor-kantor pemerintahan Sumatera Barat yang memiliki fasilitas Nursery yang 

diperuntukkan khusus bagi para ibu yang ingin menyusui ? Menurut pandangan kami kantor­

kantor pemerintah haruslahjadi pelopor dalam program ini. 

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 

"Hanya ada satu kepentingan yang melekat pada diri pejabat publik yakni kepentingan 

umum (rakyat hanyak)" Salam Restorasi Salam Perubahan. 

Demik:ianlah Pandangan Umum dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera 

Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan 

di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon 

ampun. 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah 

,,,,;t. ::2'./ >-:\ t :;:;,,,' / ·-M / ..1'"'1 ~ ( 
~'55':.,~05--'~..JI>~~ 

Fraksi Partai NasDem 

......................................... , ... 
Juru Bicara 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sumatera Barat 

( Dr. Risnaldi, S.Ag., M.M 

Ketua 

Murdani2 S.E., M.M 

Sekretaris 



PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSIPARTAIHANURA 

TERHADAP 

4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

TENTANG 

1. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

3. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT 

NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN 

BEASISWA MINANGl<ABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

Disampaikan pada sidang Paripurna 

Senin, 27 Oktober 2014 

Dibacakan oleh 

SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum 
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Bismillahhhirahmanirrahim 

Assalam'alaikum Wr. Wb 

Yang kami hormati 

- Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 

- Sdr Pimpinan dan semua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 

- Sdr Forkopimda I Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama 

Provinsi Sumatera Barat. 

- Sdr. Sekretaris Daerah dan segenap jajaran Eksekutif Pemda Provinsi 

Sumatera Barat 

Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia 

Sdr Gubernur ,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 

Mengawali Pandangan Umum ini, marilah kita mLmanjatkan puji dan 

syukur kehadirat ALLAH Swt, karena atas rahmat dan karunic:iNYA, hari ini kita 

hadir di gedung Dewan ini dalam rangka melaksanakan Rapat Paripurna Dewan 

Perwakilan Rakya'C Daerah dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum 

Fraksi terhadap 4 (empat) Ranc;:rngan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

terhadap : 

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 

2. Ranperda tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies 

3. Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan 

Beasiswa Minangkabau 

4. Ranperda tentang Pemberian Air Susu lbu Ekslusif 

Shalawat beriring salam, juga kita persembahkan pad a junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk s.erta bimbinga11 kepada 

semua umat dalam mengarungi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat 

Allahumma Salli 1Alla Muhammad, Wa I Alla ali Sayyidina Muhammad. 

Pada kesempatan ini lzinkan kami mengucapkan terima kasih kepada 

pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
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menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Hanura terhadap 4 (empat) 

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat . 

,· 

Sdr Gubernur.,Sdr Pimpinan dan hadirin yang kami muliakan 

Setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 

terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh 

Sdr. Gubernur tanggal 22 Oktober 2014. Kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD 

Prov. Sumbar menyampaikan pandangan sebagai berikut : 

I. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

1. Undang-Undang Bantuan Hukurn memberi ruang bagi daerah untuk 

mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. 

Apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam 

APBD 1 tentu Pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD harus 

mengaturnya dalam Peraturan Daerah untuk menjamin terlaksananya hak 

konstitusional masyarakat di Sumatera Barat khususnya bagi masyarakat 

miskin. 

2. Fraksi HANURA menyadari begitu pentingnya PERDA tentang 

penyelenggaraaan bantuan hukum ini sebagai landasan ht...kum bagi 

daerah untuk memenuhi hak-hak masyarakat, khususnya orang atau 

kelompok orang miskin dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang 

sama dihadapan hukum, karenanya dibutuhkan komitmen yang kuat dari 

Pemerintah m,:iupun DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta stakeholder 

untuk segera mengimplementasikan Perda ini sebagaimana yang 

diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum. 

3. Sebagaimana Penjelasan Sdr. Gubernur bahwa bantuan hukum selama ini 

sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan 

belanja Nasional (APBN), namun penganggaran tersebut sangatlah 

terbatas beberapa tahun terakhir. Partai Hanura berpandangan dirasa 

perlu penjelasan lebih lanjut dari Sdr. Gubernur tentang penganggaran 

yang telah diberikan melalui APBN tersebut, berikut pelaksanaan bantuan 

hukum yang telah diberikan terhadap masyarakat selama ini serta volume 
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dan intensitas bantuan hukum yang seharusnya diberikan ditahun-tahun 

terakhir. 

4. Denga.n penjelasan lebih lanjut dari Sdr. Gubern~r tentu kita akan dapat 

memberikan gambaran apakah memang sudah saatnya peraturan Daerah 

tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini segera d irealisasikan di 

Sumatera Barat atau belum dan cukup dengan memamfaatkan bantuan 

hukum melalui APBN. 

5. Disamping itu Fraksi Hanura juga berpandangan bilamana perda ini sudah 

harus direalisasikan, maka dirasa perlu mengantisipasi terjadinya tumpang 

tindih dengan peraturan lainnya dengan melakukan pengkajian yang 

mendalam dengan langkah pembentukan Pansus guna menindaklanjuti 

terwujudnya peraturan daerah ini. 

II. PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN RABIES 

1. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang 

disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat Zoonotik, vaitu dapat 

ditularkan dari hewan ke manusia, melalui gigitan hewan seperti anjing, 

kucing, kera, musang,. dan kelelawar. Hewan-hewan penular rabies ini, 

seperti anjing dan kucing merupakan hewan yang sangat banyak 

dipelihara oleh masyarakat Sumatera Barat, ditambah lagi salah satu hobi 

yang banyak digemari oleh masyarakat Sumatera Barat adalah berburu 

babi dengan menggunakan anjing. 

2. Mengingat penyakit yang disebabkan oleh rabies yang dapat menimbulkan 

kematian, maka Fraksi HANURA berpendapat sudah saatnya Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat mempunyai Peraturan Daerah tentang 

Pengendalian dan Penanggulangan Habies. Dan tentunya Substansinya 

perlu disesuaikan dengan ruang lingkup kewenangan Provinsi, dan tidal< 

tumpang tindih dengan kewenangan l<abupaten/Kota, mengingat 

dibeberapa l<abupaten/Kota Perda berkenaan dengan Rabies ini juga 

sudah ada, seperti di Agam, dll. 
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111. PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT NOMOR 4 

TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA MINANGKABAU 

,· 

1. Terha.dap pencabutan Peratuan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau Fraksi 

HANURA berpandangan bahwa bilamana secara Yuridis akan 

menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, tentu sebaiknya 

Peraturan Daerah tersebut dicabut. Namun secara Sosiologis kami tidak 

melihat alasan-alasan disampaikan oleh Gubernur yang mengharuskan 

Perda tersebut harus dicabut. 

2. Berdasarkan hal terse but d iatas Fraksi Hanura berpandangan bahwa yang 

diperlukan saat ini adalah melakukan peninjauan kembali terhadap Perda 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau 

tersebut dengan melakukan Revisi pada bagian-bagian tertentu yang tidak 

sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan atau yang bertentangan dengan 

aturan yang lebih tinggi. Apalagi untuk mewujudkan Perda tentang 

Yayasan Biasiswa Minangkabau telah memakan waktu yang cukup panjang 

dan telah menguras energi dan dana yang cukup besar. Namun demikian 

pembahasan secara mendalam dapat dilakukan melalui diskusi lintas 

Komisi. 

3. Fraksi Hanura berpandangan bahwa pendirian yayas,m beasiswa sangatlah 

mulia dalam rangka meningkatkan SDM generasi penerus di Sumatera 

Barat khususnya bagi anak - anaka berprestasi namun kurang mampu 

untuk meneruskan pendidikan. 

IV. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

1. Fraksi HANURA berpandangan, bahwa penerapan dari Ranperda 

Pemberiran Air Susu lbu Ekslusif ini akan sulit dilaksanakan ditengah 

masyarakat, khususnya dalam pengawasan dan sanksi administrasi. Waiau 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hal< Azasi Manusia terdapat pengertian Hak Azasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahN YA yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindurigi oleh negara, hukum, 
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Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia. Sementara dalam Ketentuan Pasal 21 menyatakan: 

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, 
,· 

dan k.arena itu tidal< boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan 

darinya. 

2. Namun demikian kami, dari Fraksi Hanura DPRD Prov. Sumbar perlu 

mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari sdr. Gubernur apakah tingkat 

kesadaran ibu - ibu menyusui anaknya saat ini sudah sangat rendah? 

apakah saat sekarang ini banyak dari ibu - ibu yang tidak mau lagi untuk 

menyusui anaknya mengingat hal ini termasuk salah satu hak anak untuk 

dapat hidup,tumbuh clan berkembang dengan baik. 

3. Menyusui adalah memberikan awal terbaik dalam hidup anak dan 

membantu untuk melindungi kesehatan bagi tubuh anak. Apakah nantinya 

perda ini dapat mengatur sanksi yang tegas bagi para ibu yang tidak mau 

untuk menyusui anaknya? Apakah tidak ada pengecualian bagi ibu yang 

benar - benar tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya? Mahon 

penjelasan. 

4. Untuk itu menurut pandangan kami dari Fraksi Hanura DPRD Prov. Sumbar 

dalam pembah::isan Ranperda ini nanti sebaiknya di susun suatu peraturan 

yang mengatur pelarangan dan sanksi yang tegas bagi para dokter, bidan, 

dan para tenaga medis untuk tidak mernberikan susu formula bayi pada 

ibu - ibu yang melahirkan baik di rumah sakit maupun klinik - klinik 

bersalin karena akan mempengaruhi niat ibu - ibu untuk menyusui secara 

eksklusif. 

Demikianlah Pemandangan Umum tentang 4 (empat) Ranperda ini kami 

sampaikan dengan harapan akan mendapatkan penjelasan/tanggapan secara 

proporsional dari Sdr. Gubernur. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala 

kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan 

hidayahNYA kepada kita semua. Arn in Ya Rabbal Alamin. 
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WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, 
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAl<ATU. 

Penasehat 

l<etua 

Wk. Ketua 
Sekretaris 

Bendahara 

Ors. H. Marlis, MM 

Ora. Armiati 

Syaiful Ardi, S.Sos,M.Hum 

Zusmawati, SE, MM 

: Taufik Hidayat, SE 
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F R A K S I 
PDI PERJUANGAN,PKB dan PBB 

DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jin. Khatib Sulaiman No.87 Telp. 7057591-3 Ext: 190 

P ANDANGAN UMUM 
FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB, DAN PBB 

DPRD PROVINS! SUMBAR 
TERHADAP 

1. Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
3. Pengendalian dan Penanggµlangan Rabies 
4. Pencabutan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Pendirian Yayasan 

Beasiswa Minang Kabau 
5. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

Juru Bicara : Drs. Achiar, SPD, MM, Dt. Bagindo Mole 

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 
Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Merdeka!!! 

> Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat 
> Yang terhormat Sdr. Gubemur Beserta Jajaran Eksekutif 
> Yang terhormat Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera BaraL Ketua Pengadilan 

Tinggi Provinsi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat 
> Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat 
> Yang terhormat Sdr. Pimpinan Instansi Vcrtikal, BUMN/BUMD Provinsi Sumatera Barat 
> Yang terhormat Sdr. Sekda, Asisten, tenaga Ahli, Kepala Dinas, Bndan Kantor, Biro dan Lembaga 

dalam Lingkungan Pemerintah Daereh Provinsi Sumatera Barat 
> Yth. Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, Rekan Pers dan Hadirin scrta undangan yang 

berbahagia 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Pertama-tama perkenan kami mengajak seluruh hadirin memanjatkan puj i dan syukur kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho clan perkenan-Nya kita dalam keadaan st:hat wal'afiat dan 
dapat melaksanakan tugas pada hari ini diar::ara Pandangan Umum Fraksi. Kami Fraksi PDI 

Perjuangan, PKB dan PBB mengucapkan selamat tahun baru Islam, 1 Muharam 1436 Hijriah, sebagai 
momentum kepada perubahan yang lebih baik, apalagi pada hari ini tanggal 27 Oktober 2014, Presiden 

Republik Indonesia Ir. H. Jokowidodo melantik Kabinet yang disebut Kabinet Kc~ja, untuk itu kami 
Fraksi PDI Perjuangan, PKB;dan PBB mePgucapkan selamat berkerja dan mcmbawa perubahan lebih 
baik sesuai dengan makna hijrah. Untuk itu kami Fraksi PDI Perjuangm1, PKB, dan PBB menyambut 
baik dan hangat terhadap segala usaha dan upaya untuk melakukan pembcnahan-pembenahan demi 

kepentingan masyarakat Suamtera Barat dengan peraturan-peraturan daerah di scgala bidang 

Saudara Guhemur dan hadirin yang kami hormati 

Rapat Paripuma DPRD hari ini adalah dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang; 
No:a Pengantar RAPBD 2015, Pcnyelcnggaraan Bantuan Hukum1 Pcngendalian dan 



.. 
Penanggulangan Rabies. Pencabutan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang 
Pendirian Yayasan Beasiswa Minang Kabau, dan Pemberian Air Susu lbu Eksklusif 

Sebelum kami menyampaikan panlldanga.n umum t~ap lima Ranperda tcrscbut izinkan kami 
menyampaikan kondisi riil yang terjadi di masyarakat Sumatera Barat akhir - akhir ini. Visi dan misi 
Sumtera Barat menjadi provinsi terkemuka yang berbasiskan keunggulan sumber daya manusia yang 
bekulitas dan agamis dikejutkan/tercemar oleh kejadian pada SD Trisula Perwari Bukittinggi 
terjadinya kekerasan antar siswa, yang telah menjadi pembcritaan secara nasional membuat kita 
terenyah bahwa ada masalah di sektor pendidikan. Kita tidak hanya mclihat pada satu sekolah saja 
kemungkinan akan terjadi di banyak sekolah. Untuk itu kami mcminta kepada Gubcmur Sumatera 
Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan untuk tidak terjadi atau terulang lagi 

dimasa mendatang,. aisamping itu kami juga banyak mendapat pertanyaan dan kcluhan dari masyarakat 
tentang dana konpensasi dari PT Rajwali sebanyak lima juta dolar Amerika yang kita telah putuskan 
untuk dimanfaatkan untuk dana abadi dalam bentuk deposito yang bunganya digunakan untuk 
membantu bea siswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan dikelola oleh Yayasan Beasiswa 
Minang Kabau. Amat di sayangkan rencana tersebut tidak berjalan sebagaiman mestinya dan dana 

tersebut meajadi dana idre mani. l tlQ..e, yv-..,{'X\..~ . 

Disamping itu hasil dari penerawangan, kami meyimpulkan berkcmbang suatu situasi dan kondisi 
yang kurang sehat dalam lingkungan pemerintah daerah. Terutama dalam mcnempatkan perjabat -

pejabat daerah pada posisi tertentu. 

Kami mengingatkan Sdr Gubemur Sumatera Barat bahwa RAPBD tahun 2015 mcrupakan APBD 
terakhir dalarn RPJMD 2010-2015 yang merupakan penjabaran visi dan misi Sdr. Gubernur. 

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati 

I. Prinsip Anggaran 

a. Sehubungan dengan RAPBD 2015 bahwa keuangan daerah dikelola secara tertip, taat pada 
pertuaran perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab 

dengan memperhatik:a.n pola keadilan dan kepatutan 
b. APBD harus mengacu kepada RPJMD, RKPD, KUNPPAS, maupun dokumen-dokumen 

perencanaa.n anggaran lainnya kesemuanya untu mewujudkan serta kebijakan daerah berbasis 
kinerja 

c. Kebijakan anggaran daerah hendaknya dapat mejawab kondisi riil, potensi, dan aspirasi 

masyarakat 
d. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjwabkan dan dapat meningkarnn kesejahteraan 

masyarakat. 

II. Selain Prinsip-prinsip anggaran yang kami sebutka.n di atas kita harus mempcrhitungkan 
kondisi yang harus diperhitungkan pada tahun 2015 yang berkaitan dengan kebijakan­
kebijakan pemerintah yang bisa menimbulkan dampak sosial maupun politik ditengah 
masyarakat sebagai contoh: 

Kemungkinan kenaikan harga BBM, berubah nomenklatur kementerian dan diadaka.nnya 
Pilkada serentak di Sumatera Barat yang sampai hari ini dasar hukun1 penyelenggaraan yang 
baru dapat diputuskan beberapa bulan kedepan, secara terbuka kita telah merasakan panasnya 
suhu politk. Untuk itu kami meminta kepada lembaga terkait untuk melakukan persiapan­

persiapa.n dini da.n mengantisipasi aturan tentang pelaksanaan pilkada. 

Sidang Dewan Terhormat 

Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PBB ingin mendapat penjelasan: 
a. Tentang pen.dapatan, apakah dana alokasi umum telah sesuai dengan jumtah penduduk sumatera 

barat sebesar 5.579.251 jiwa sebagai acuan penetapan dana DAU scsuai dengan surat mendagri 

tanggal 17 Januari 2014 dan surat mendagri kepada menti kcuangan RI dan menterti 
PPN/Kepala Bapenas. 



b. Tentang belanja 1apakah anggran SKPD telah dapat dipastikan pencapaian target RPJMD sesuai 

dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku? 

c. Kami manta jaminan Sdr Gubernur tidk adanya anggaran yllilg tidak didukung oleh aturan 
berlaku masuk kedalam anggran SKPD, seperti yang terjadi pada anggaran kerjasama dengan 

Pasied tahun anggaran 2013 dan 2014 yang lalu 

1. Tentang Ranperda Penyelenggaraan B~ntuan Hukum 

1. Tahun - ketahun banyaknya muncul kasus-kasus yang dialami oleh masyakarat/atau kelompok 
masyarakat yang tidak mendapat haknya sebagai warga negara yang scharsnya mendapat 
perlakuan sama dimata h.ukum atas azaz praduga tak bersalah dan ketidak herdayaan ini yang 
apa bila itu dibiarkan akan terjadi ketidak percayaan masyarakat kepada pcmerintah maupun 

kepada hukum itu sendiri, dan dalam prakteknya pada kesempatan ini kami ingin 
menyampaikan pengahargaan kepada Jembaga-lembaga Bantuan Hukum di Sumbar yang tetap 
menjalankan fungi tugas dan wewenang dan cita-cita memberikan Bantuan Hukum kepada 
masyarakat lemah untuk medaptkan hak keadilan, tetapi perjuangan lembaga ini harus 

mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah sehingga mcreka akan lebih 

profesional dalam memberikan bantuan hukum baik secara kualitatif dan kuantitatif dalam 

membantu masyarakat mendapatkan hak - haknya di bidang hukum. 

2. Pada prinsipnya pemerintah harus hadir dan dirasakan kehadirannya olch masyarakat yang 
memerlukan dan mengalami ketertindasan secara hukum dan mcnyebabkan mcreka kehilangan 
hak sebagai warga negara, dan dapat kami sampaikan pula bahwa kasus - kasus yang muncul di 
Sumatera Barat, banyak kasus tersebut yang tidak dapat terselcsaikan yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan rasa tidak percaya dan rasa tidak berdaya masyarakat miskin. Fraksi PDI 

Perjuangan, PKB dan PBB, menyampaikan kepada forum terhcrmat ini kcseriusan perhatian 

terhadap masalah ini dan minta Saudara Gubernur mempunyai sikap yang sama dengan kami 

sebagai penaggungjawab pemerinatah. 

3. Kesetujuan kami terhadap Ranperda ini tentu akan mengandung resiko scbagai sebuah akibat 
kebijakan dalam anggaran, dan kami akan berjuang untuk kctersediaan anggaran yang cukup 
bagi lembaga-lambaga bantuan hukum yang selama ini tclah berjuang me!11bantu masyarakat 

dan kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk medapatkan hak - haknya sebagai warga 

negara sesuai dengan konstitusi clan undang-undang yang berlakt:. 

4. Terbitnya Perda ini sebagai aturan dan menjadi acuan bagi lembaga - lcmbaga bantuan hukum 

sangat diharapkan dan didambakan oleh pihak - pihak terkait dan diharapkan semakin 
frofesionalnya lembaga bantuan hukum yang telah ada dan memicu dan mendorong lembaga 

bantuan hukum yang baru sehingga dapat membantu persoalan ditengah masyarakat terutama 

masyarakat/kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan tentu karni mengingikan dan 
mengingatkan indenpendensi dari lembaga bantuan hukum tctap dijaga 

Selajuntnya ...... . 
Pimpinan, Anggota dan segenap hadirin yang kami mulyakan 

2. Tentang Ranperda Pengeodalian dan Pcnanggulangan Rabies 

~ 
1. Apakah pengendalian dan penanggulangan r~ies tidak cuku~ hanya melalui peratran 

Bupati/W alikota dan pemerintah sumatera barat, 'kenapa harus dengan pcrda khusus tentang 

pengendalian dan penanggulangan rabies? rnohon penjelasan 1~ 
2. Dari informasi yang kruni terima beberapa Kabupaten/kota di sumatera gafta telah memlilki 

perda pengendalian dan penaggulangan rabies maupun sedang membahas peraturan daeral1 



~ 
yang sama kami ingin ~a'tpenjel_e,;an, apakah Ranperda pcngendalian clan penaggulanagn 

rabies prov. Sumatera barat dilakukankoordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/kota di 
i1 

Sumatera Barat. y1" 

3. Pencabutan atas Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Pcndirian Yayasan Beasiswa 
Minang Kabau, 

1. Apakah ada persyaratan dalam perjanjian Konpensasi anatara pemerintah daerah dengan PT 
Rajawali dalam penggunaan dana ibah yang sebsar lima juta dolar amerika tcrsebut dalam nota 
pengantar. Dana ibah yng diberit(an oleh PT Rajawali sebagai konpensasi sebagai pengalihan 
saham PT Semen sebesar limajuta dolarut~nyelenggaran pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan, PKB 
dan PBB, dalam nota pengantar Gubemur Sumatera Barat terkesan seolah-olah bukan diibahkan 
untuk pendidikan, untuk itu kami minta penjelasan Gubemur apakah ada persoalan dalam ibah ini 

dan diatur tentang penggunaan uang tersebut? 

2. Perda ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2009, dan dikukuhkan pengurusnya tagl 1 Agustus 
2010, hingga kini belum dapat beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewcnangan sebagaimana 
diamatkan dalam AD/ART nya, apa permasalahnnya. Mohon penjelasan oleh Gubemur 

3. Pemeberian Rajawali merupakan konpensasi kepada rakyat Sumatera Barnt yang seharusnya 

dimaanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Sumatera Barat dan kita telah sepakati 

dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dalam bentuk beasiswa yang dikelola okh Yayasan Minang 
Kabau yang dibentuk berdasrakan perda No 4 hun 2009 rencana dan keingan masyarakat 
Sumatera Bara tidak dapat terwujud malah menimbulkan persoalan dalam pcmeriksaan BPK 
karena telah menjadi dana idre mani, mohon Sdr Gubernur menjelaskan sccara rinci karena ini 

telah menimbulkan kekecewaan masyarakat yang mengharapakan dana ini dapat digunakan untuk 

membantu anak - anak cerdas dari keluarga yang kurang mampu, dan melanjutkan pendidikan. 

A. J. Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

1. Membaca kajian akademik dari Ranperda ini, yang mencantumkan data bahwa adanya 

penurunan angka ibu - ibu untuk mcmberikan ASI Eklusif pada bayi yang rncnyebabkan angka 
kematian pada bayi masih tinggi, temrnsuk karena diare, maka ranperda ini juga seharusnya 

memuat upaya meningkatkan akscs dan kualitas pelayanan keschatan ihu dan anak yang 

dimulai sejak pra hamil, kehamilan, persalinan/nifas, bayi, dan halita, terutama bagi 

mereka tidak mampu, sejauh mana usaha-usaha tersebut dapat direlisasikan'? 

2. Tentang budaya Minang Kabau yang matrilinial yang menempatkan perempauan secara khusus 
didalam strata sosial kemasyatakatan khususnya mempersiapk;i.n gem:rsui rnendantang yang 

lenbih baik dan cerdas yang sesuai dengan kodrat yang diembannya, bahwa anak adalah sebuah 

anugrah dan titipan dari Allah SW termasuk Asi Eklusif juga merupakan scbuah anugah yang 

tidak dapat diganti oleh susu formula, apakah Ranperda ini menjadi kcarifan lokal menjadi 
acuan utama? 

3. Perda ini merupakan sebuah regulasi yang memperkuat pernyataan kami di atas, dalam rangka 

mempersiapkan genersi berikutnya yang lebih sehat, ccrdas dan memperkuat ikatan rasa antara 

anak dan orang tua khususnya ibu, dimana pada hari ini kita li:iat tidak tcrbcntukanya" rasa" 
dengan ibu dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang. Apakah Ranpcrda ini juga menjadi 

acuan untuk mengurangi perilaku yang menyimpang tersebut? 

Sidang Dewan Yang Terltormat, 



Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB DPRD Provinsi 
Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini dan selanjutnyan Ranperda ini akan dibahas pada 
komisi/pansus untuk itu kami berharap pada kita semua khusunya pada Gubernur Surnatera Barat agar 
Perda-perda yang telah kita terbitkan dapat dijalankan sesui dengan maksud dan tujuan Parda, tidak 
seperti beberapa perda sebelumnya. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima 
k:asih. Akhimya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maar. Senteang 11ababilai, . 
lamah batauah \?>A \3 I LA I 

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh, 

MERDEKA!!! 
Padang, 27 Oktober 2014 

PIMINAN 
FRAKSI PDI PER.JUANGAN; PKB DAN PBB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMBAR 

Ketua ) 
(Albert Henara Lukman, SE) 

( Rizanto Algamar) 

PERIDE 2014-2015 

(Drs. . :Achiar S.Pd.MM, Dt. Bg. Molue) 

BenJthara, 

r,,,. 
(Riva Melda) 
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FRAKSIPARTAIGOLKAR 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 

Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591 - 57592 - 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133 

PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PARTAI GOLK!AR 

D:PRD ·PROVlNSI SUMAlERA BARAT 
TERHADAP 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
TENT ANG 

1. PENYELENGGARAAN BANTIJAN HU KUM 
2. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES 

3. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 
TENTANG PENDi RiAN YA YASAN BEASISWA MINANGKABAU 

4. PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSLUSIF 

Disampaikan pada Sidang Paripurna 
Senin, 27 Oktober 2014 

I~"~,~~··;.~ 
~~.!-, 
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Yang Kami Hormati: 
- Sdr. Gubernur Sumatera Barat 
- Sdr. Ketua don wakil-wakil ketua serta Anggota DPRD 

Prov. Sumbor 

- Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pemda, Ketua Pengadilan 
Tinggi don Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar. 

- Sdr. Sekda, Ka. BPK-RI Perwakilan Prov. Sumbar, Asisten, 
tenaga ahli, Ka. Badon don Dinos di lingkungan Pemda Prov. 
Sumbar. . 

- Sdr. Rektor PTN/PTS, Pimpinan Ormas don Parpol, pimpinan 
BUMN don BUMD, hadirin don hadirat serta rekan wartawan 
media cetak don elektronik yang berbahagia. 

Segala puji don syukur bagi Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat don karunia-Nya kepada kita untuk 
dapat menghadiri siaang paripurna pada pagi hari ini. 
Shalawat doh salam senantiasa tercurah kepada nabi 



Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya 
kejalan yang diberkahi oleh Allah SWT. Sesungguhnya 
kepada Allahlah semua urusan akan dikembalikan. 

,· 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami 

Muliakan, 

lzinkanlah Kami Pacia kesempatan ini untuk 
menyampaikan ucapan terima kasih, kepada pimpinan 
Paripurna atas telah diberikannya kesempatan Fraksi Partai 
Golkar untuk menyampaikan Pandangan umum terhadap 

Ranperda tentang : 
1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
2. Pengendalian don Penanggulangcm Rabies 
3. Pencabutan Atos Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pendirian Yayasan Beasiswa 
Minangkabau 

4. Pemberian Air Susu lbu Ekslusif 

Saudara Gubernur, Pimpinan, anggota DPRD dan Hadirin 

Yang kami muliakan, 

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih 
apres1as1 kepada Saudara Gubernur yang telah 
menyampaikan 4 buah Ranperda pada tanggal 22 Oktober 
2014 yang lalu pad a Ra pat Paripurna Dewan yang 
terhorrnat ini don pada soot ini izinkan kami untuk 
menyampaikan Pandangan Umum, baik berupa saran, 
pendapat atau mohon penjelasan sebagai berikut: 

1. RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN 

HUKUM 

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyadari bahwa 
masyarakat kita di Surnatera Barat banyak yang masih 
buta rnengenai hukum apalagi masyarakat yang masih 
tergolong keluarga miskin. Disisi lain penegakan hukum 
dinegara kita pada umumnya belum berjalan sesuai 

2 



dengan harapan kita, keadilan sangat susah didapat 
terutama masyarakat kelas bawah sehingga timbul 
slo.gan "hukum kita tajam kebawah don }urnpul keatas". 

Sehubungan dengan hal terse but kami 
mengapresiasikan Saudara Gubernur yang sudah 
mengajukan Ranperda tentang Penyelengaraan Bantuan 
Hukum ini, namun ado beberapa hal yang perlu kami 
sampaikan: 
a. Apakah dalam RAPBD tahun anggaran 2015 yang 

akan datang sudah dicantumkan dona untuk Bantuan 
Hukum ini khususnya untuk orang yang kurang mampu 
don kalau belum dianggarkan kami menyarankan 
untuk dimasukkan karena Perda kita ini tahun 2015 
sudah akan berlaku. 

b. Kami juga menyarankan yang tidak kalah pentingnya 
masyarakat kita diberikan penyuluhan hukum sehingga 
mengerti tentang hukum terutama yang sering 
dihadapi oleh masyaraka+ sehari-hari seperti U ndang­
undang Lalu Lintas, Pasal-pasal Hukum Pidana yang 
sering dihadapi oleh masyarakat serta masalah 
Perdata, kepemilikon harta don masalah lainnya. 

2. RANPERDA TENTANG PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN RABIES. 

Terhadap Ranperda tentang Pengendalian don 
Penonggulangan Rabies ini, kami dori Froksi Partai Golkar · 
honyo menyaronkon, berhubung koreno pengendalian 
don penonggulongon rabies ini okan lebih aplikatif di 
Kabupaten/Kota rnoka barangkali Perda yang soma harus 
ado don didorong untuk dibuat diseluruh Kabupaten/Kota 
di Surnatero Barat don Peraturan Doerah Provinsi hanya 
lebih bersifot sebagai payung hukurn saja. Namun 
demikian korni mohon penjelason apakah vaksin rabies 
cukup tersedia ditiap-tiap puskesmas kita Di Sumatera 
Barat, karena seloma ini sering dikeluhkan dimasyarakat 
yang didugo keno rabies setelah dibawa ~e puskes1,1os, 

3 



namun vaksin tidak ado sementara kalau masyarakat 
memang tertular rabies harus ditanggulangi segera 
mohon penjelasan. 

3. PENCABUTAN PERDA PROVINS! SUMATERA BARAT N0.4 
TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 
MINANGKABAU. 

Berkenaan dengan Ranperda tentang Pencabutan 
Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan 
Beasiswa Minangkabau, kami dari Fraksi Partai Golkar 
berpendapat bahwa lahirnya Perda Nomor 4 tahun 2009 
tersebut adalah merupakan niat yang tulus don murni 
Gubernur don DPRD waktu itu untuk membantu anak-anak 
yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang 
S l, S2 maupun S3 tetapi orangtua anak tersebut kurang 
mampu. Keinginan tersebut kebetulan ditopang pula oleh 
adanya dona dari pihak ketiga yaitu PT. Rajawali yang 
ingin membantu beasiswa bagi anak-anak Sumatera Barat 
yang berprestasi namun secara ekonomi kurang mampu 
untuk melanjutkan pendidikannya. 

Namun niat tersebut nampaknya belum terwujud 
seiring dengan terjadinya pergantian jabatan Gurbernur 
don Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010 yang lalu. 
Menurut pengamatan don analisa kami dari Fraksi Partai 
Golkar memang tidak ado niat dari Saudara Gubernur 
untuk merealisasikan atau kurang atensi terhadap Yayasan 
Pendidikan Minangkabau tersebut sehingg_a muncul inisitif 
untuk mencabut perda tersebut dengan alasan yang 
kurang logis. 

Sehubungan dengan apa yang kami sarnpaikan di 
atas maka kami dari Fraksi Partai Golkar berpendapat 
bahwa Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Yayasan 
Pendidikan Minangkabau tersebut tidak perlu dicabut don 
kami sarankan untuk kita sempurnakan saja terutama 
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Pasal-pasal yang tidak sesua: dengan peraturan yang 
leblh atas yakni Permendagri atau Permenkeu. 

Apalagi kalau menurut Kementerian Keuangan 
disarankan untuk dibentuk SKPD baru yang berupa Badon 
Layanan Umum Daerah (RPR-BLUD) yang nantinya berada 
dibawah salah satu SKPD, kami juga kurang sependopat 
karena sudah melenceng dari niat sernula don untuk itu 
kita juga harus membentuk Perda baru karena rnerubah 
SOTK Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat. 

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN 
AIR SUSU IBU EKSLUS1f. 

Kita menyadari bahwa pemberian air susu ibu ekslusif 
terhadap anak sampai berumur 2 tahun memang sangat 
penting baik ditinjau dari kesehatan anak itu sendiri 
maupun ibu dari anak itu tersebut bahkan agama kita 
islam juga sangat menganju1"kan. 

Namun disadari dewasa ini pemberian air susu ibu 
ekslusif terhadap anak ini sering diabaikan oleh si ibu anak 
sendiri dengan alasan kesibukan dalam pekerjaan 
maupun disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal atau 
masyarakat yang harus memberikan perhatian mengenai 
masalah tersebut. 

Untuk itu kami dari Fraksi Partai Golkar sangat 
mendorong lahirnya peraturan Daerah ini, don untuk lebih 
sempurnanya kami menyompaikan pertanyaan don saran 
sebagai berikut: 

a. Untuk efektifnya penyuluhan tentang Pemberian Air 
Susu Ekslusif kami saronkcn untuk selal~ digalakan don 
digiatkan kegiatan-kegiatan posyondu di Nagari­
nagari atau Kelurahan di Sumatera Barat yang 
dipelopori oleh PKK don di bina oleh puskesmas atau 
bidan desa, don kita mengapresiasikan beberapa 
Kabupaten yang sudah mencanangkan gerakan 
masing-masing Jorong menempatkan satu bidan desa. 
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b. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

membuat Perda tentang Pemberian Air Susu !bu 
Eksklusif ini dengan Perda Provinsi s_ebagai payung 
hukumnya sehingga Perda ini bisa terlaksana diseluruh 
Sumatera Barat. 

Saudara Gubernur hadirin yang berbahagia, 

Demikianlah Pondangan Umum ini disampaikan 

dengan memuat beberapa pertanyaan, saran don kami 

mohon penjelasan Saudara Gubernur pada kesempatan 

Paripurna berikutnya, kepada hadirin kami mohon maaf atas 

kesalahan don kekurangan serta terima kasih atas perhatian. 

Padang, 27 Oktober 2014 

FRAKSI PARTAI GOLKAR 

Juru_~n 

~ 
MARLINA SUSWATI 
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• 
FRAKSIPARTAIGERINDRA 

(GERAKAN INDONESIA RAYA) 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
JI. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591. 7057592 · 7057593 (Ext: 160) Fax.(07511.5'=J32=8=P=ad=an*==f! "=-5=13=3 ===== 

PANDANGAN UMUM 
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMA TERA BARA T 

TERHADAP 

5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT TAHUN 2014 

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015; 

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
BANTUAN HUKUM; 

3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN 
PENANGGULANGAN RABIES 

4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA BARAT 
NOMOR 09 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN YAYASAN BEASISWA 
MINANGKABAU 

5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR 

SUSU IBU EKSKLUSIF 

Padang, 27 Oktober 2014 

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. 
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 
Salam Indonesia Raya 

Yang terhormat 

Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Baral 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barnt 

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pcngadilan Tinggi Agama 
Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daetah/ Asisten/ Kepala Bad an/ Din as/ Kan tor/ Pcrm .. -r111 Ldh Provinsi 
Sumatera Barat 

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi se-Provinsi Sumatera Bar,1t 

Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas, OKP 

Serta Rekan-rekan wartawan media cetak clan elektronik serl~t haclirin cbn undangan 
yang kami muliakan 



Sdr. Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Hadirin yang kami hormati 

Pertama-tama, ijinkanlah kami mengajak kita untuk stnantiasa 

bersyukur atas karunia Allah SWT, cleng2:.n limpahan rahrnan clan rnhiim-Nya, 
kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Penyampaian Panclang:tn Umum 
Fraksi-fraksi tentang Nota Keuangan tcrhadap Rancangan Pcraturan Daen1h 

ten tang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Ranperda ten tang Pcnyclcnggaraan 
Bantuan Hukum, Ranperda tentang Pengendalian clan Pcnanggulangan 

Rabies, Ranperda tentang Pencabutzm Rancangan Peraturan Dacr,t!1 Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasrn1 Beasiswa 
Minangkabau serta Ranperda tentang Pemberian Air Susu !bu [~ksklusif. 

Semoga kita semua dalam keadaan sehat wal 'afiat clan bahagia L:lhir batin. · 

Sholawat serta salam, semoga terlimpahkan sebagai hak J/(lhiah bagi 
Rohmatal Lil 'Alamiin Nabi Besar Muhammad SAW, Kcluarga bcs(_Tla para 
Sahabat, para 'Tabi'in dan tidak lupa bagi kita semua ynng clalarn IJ,'nluk clan 
cara kita masing-masing bcrupaya mengikuti setiap jL·jctk yang 
dicontohkannya sehingga kita memiliki c!asar kuat clalam mengernlx,11 amanah 
masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan Sumalcra Baral. 

Para hadirin yang kami mu liakan, 

Pada kesempatan ini, tak lupa kumi mengucapkc.111 SELAMAT TAHUN 

BARU ISLAM 1436 H!JRIYAH. Scrnoga di tahun ini sclurnli aktivitas 

kedewanan yang kita jalankan lebih baik dari tahun tahu11 scbclu11111ya. Amin 
ya robbal alamin. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada sauclura Pimpirn111 Sidang 
alas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi G El\.! ND!\:\ untuk 
menyampaikan Pandangan Umum F'raksi terhadap Limn l<nnpercLl climaksud. 

Sebelumnya, kami juga menguc:apkan terimakasih kcp,lclc1 Saudara 
Gubernur Sumatera Barat yang Lelah menyampaikan pe11jL·l;::lsc111 secara 

singkat terhadap Nota Keuangan terhaclap Ranperda APBD Taln111 .2015 clan 

Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, R2tnpnLL1 Lentang 

Pengendalian dan Penanggulangan Rabies, Ranperda tcnlang l\·11cabutan 

Rancangan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tenwng Pendirian 

Yayasan Beasiswa Minangkabau serta Ranperda tentang Fc:mberic111 Air Susu 
Ibu Eksklusif pada Rabu, 22 Oktober 2014 lalu. 

Sidang Dewan yang terhormat, 

Sebelum memasuki pandangan urnum ini, perkcnankan tcrlcbih dahulu 
kami menyampaikan hal-hal penting, tcrkait kondisi kckinian, cliuntaranya 

kasus kekerasan yang dilakukan anak Ke las III SD Trisula Pe nun ri di Kot a 

Bukittinggi, ya:ig sempat mengejutlrnn dan mencoreng duniu pendidikan 

Sumatera Barat dan bahkan sempat menjadi sorotan securo Nasioucil ueberapa 
waktu lalu. 



Fraksi GERINDRA kembali menyatakan keprihatinan rncndalam 

terhadap kasus kekerasan di kalangan pelajar tersebul. Tentu yang menjadi 

pertanyaan besar adalah bagaimana peran aktif Pemerintah Daerah, Ltrutama 
Dinas Pendidikan dalam menjalankan sistem pendidikan di SunrnLera Barat. 
Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan keresahan dan kecemasan di tengah 
masyarakat, yang menganut filosofi adat basandi syara, syciru basandi 

kitabullah (ABS-SBK). 
Kami memandang, berpijak dari kejadian tersebut perlu kiranya 

mengevaluasi sistem pendidikan di Sumatera Baral terutama bagaimana 
evaluasi sekolah, pengawasan sekolah, pembinaan dan program pembelajaran 
di sekolah, sehingga kasus kekerasan serupa tidak terulang kembali di masa 

depan. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Hadirin yang terhorrnat 

Setelah mencermati dan mempelajari Nota Keuang;rn Lerhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pcndapatan clc111 Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015, kami berpendapat sebagai bcriku t 

1. Gambaran Defisit Semu 

Pada Rancangan APBD Tahun 2015 tertuang target anggaran 
pendapatan daerah sebesar 3 triliun 497 miliar 565 juta 235 ribu 
rupiah dan Anggaran Belanja Daerah sebesar 3 triliun 526 miliar 528 
juta 930 ribu 800 rupiah. 

Dengan posisi anggaran pcnc!apatan dan bclun_ja dacr:1h tcrsebut, 

terjadi defisit sebesar 28 miliar 963 juta 695 ribu 800 rupiah_\ ;_mg akan 

ditutup dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA t~1lHrn anggaran 
2014 sebesar Rpl50 miliar. 

Selama ini sisi pendapatan cenderung dipagu kbih kc·(·il clibanding 
belanja, sehingga diduga defisil, Lc:tapi defisit semu. l~calilc_11n :1. cli ujung 

pelaksanaan APBD selalu diperoleh S!LPA yang cukup besur. 

Hal itu disebabkan sisi pendapatan selalu dipagu lcbih ku.:il dibanding 
potensinya yang ada, karena pcrolehan pajak clan rct ri lrnsi belum 
"ditangan". 

Sebaliknya sisi belanja selalu dipagu lebih bcsar clctri kcbutuhan 

sebagai antisipasi kenaikan harga, lebih lagi terhaclap barang modal impor. 

Prinsip kehati-hatian yang men:/ebabkan SILPA, rnemang rndsih kukuh 
dilakukan untuk APBD. Padahal prinsip tersebut sudah kctinggalan 

paradigma. Prinsip penyelengaraan pemerintah masa kini sdwrusnya 
menganut asas entre-preneurship governance schingg2\ pcndapatan 
pemerintah bukan hanya dari mcmungut pajak clari rakyc\l, mclainkan 
mampu berusaha memenuhi sebagian kebutuhannya scmliri melalui 

usaha. Maka APBD maupun Perubahan APBD bolch dikonslruksi defisit 

riil, sebagaimana paradigma defisilnya APBN. Mohon tanggapan Sdr. 

Gubernur? 



2. Belanja Modal dan Belanja Langsung 

Kemudian, selain ten tang defisit sernu, Rancangan /\PBD .2U 15 juga 
tergolong rninirnalis dalarn hal Belanja Modal. Paclc1hal BeLt11ja Modal 
sangat penting untuk mernperkuat daya saing daerah, lernLt111a untuk 
menghadapi masa berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN p,tcla tahun 

2015. 

Berdasarkan Perpres Nornor 5 lahun 2010, Bclunja Mocbl :-il·lnrusnya 
dirancang setidak-tidaknya sebesar 25% dari Belanjc1 L_U1gsung. 

Sayangnya, Belanja Langsung pada Rancangan APBO 2015 j Ui.!,a dipagu 

lebih kecil dibanding Belanja Tidak Langsung. 

Belanja Langsung yang tahun 2014 dianggarkan scbcsar 1 triliun 780 
miliar 667 juta 042 ribu 908 r-upiah, rnaka pada lahun 2015 lx:rkurang 

sebesar 318 miliar 892 juta 277 ribu 308 rupiah aLctu (17,91%), 

sehingga menjadi hanya sebesar 1 triliun 461 miliar 774 juta 765 ribu 
600 rupiah. 

Dibanding total nilai Belanja Tidak Langsung yang mcngalami 
peningkatan sebesar 196 miliar 222 juta 703 ribu 791 rupiah alau naik 
(10,50%), sehingga menjadi 2 triliun 064 miliar 754 juta 165 ribu 200 
rupiah. 

Hal ini tentu saJa mengesankan bahwa kcbijakan unggctnm pada 
RAPBD 2015 belum pro rakyat sesuai arah kebijakan risked yang rncstinya 

Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment, rnelainkan APBD 

untuk birokrasi. Mohon jawaban Sdr. Gubernur, mengapa 
perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja 
Langsung sangat menyolok? 

Menurut pendapat karni, slrukLur APBD rnenjadi Lidak cluk secara 
akuntabilitas publik, rnanakala Belanja Tidak Langsung rnc11dorninasi 

dengan sangat menyolok. Lebih lagi kal2.u pos Belanja Pegct\\'c1i dun Belanja 

Program untuk Aparatur. Pada RAPED tahun 2015 ini, alok,t:-;i belanja 

pegawai mencapai 725 miliar 469 juta 264 ribu 900 rupiah IJcrtarnbah 

sebesar 97 miliar 636 juta 239 ribu 400 rupiah yang 11ld:-illk pada 
belanja tidak langsung. 

Belanja langsung idcalnya lcbih tinggi daripada bclanja ticL1k Lrngsung. 

Kami menilai perlu ada cfisiensi pacia bclanja pegawai. Menu rut k:tmi perlu 

ada pengetatan dan penghema Lan belanja peg, t Well cln1 t!1 Lidak 

mengurangi kualitas pelayanan/kinerja pegawai. Mohon tanggapan Sdr. 
Gubernur! 

3. Potensi Pendapatan Daerah 

Kendati Pendapatan Asli Dctcrah (PAD) pada tahun )U 14 i111 lllcngalami 
peningkatan sebesar Rp57 miliar lcbih sehingga PJ\D mcnjucli 1 triliun 
645 mi liar 386 juta 457 ribu rupiah. 



Namun kontributor PAD lersebut masih bergctnlu11g pada 

sumber-sumber konvensional yakni dari Pajak Kendaraan Bcrmotor, Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kenclar;u.ln Bermotor 
dan Pajak Rokok. Seolah-olah tiada perkembangan zaman, scolah-olah 
tiada perkembangan perekonomian daerah. Padahal di beb,T,lJ"'a daerah 
lain telah sungguh-sungguh untuk menciptakan penghasilan clucrah yang 

bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

Terkait pajak Pajak Kendaraan Bcrmotor yang mcningkct L F~ f) 13 miliar 
lebih atau 3,06 %, kami ingin tahu berapa scbcnctrnya pnt urnbuhan 

penjualan kendaraan bermotor di Sumatera Barnt scti,ip tal1u1111\:t. 

Sesungguhnya, Sumatera Baral memiliki puLcnsi P/\U rnaupun 

non-PAD. Kadang, potensi itu dirasa sulit menggalinya. Rtlikct11 kadang 
tersembunyi. Beberapa "harta karun" yar.g dahul u suli L c.ligctl i, k i11 i sudah 
mulai bisa diraih. Misalnya, pajak atas pulsa Lclepon sclukt (ponsel). 
Bahkan inilah jenis harta karun yang tidak akan habis, sel,rn1;rnya akan 
mengalir. Saat ini mungkin masih terasa sulit. Sepcni dulu F\lJtLk Bahan 
Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), juga diluar _j,rngkauctn pcmikiran. 

Syukur, saat ini PBB-KB setiap tahunnya sudah memberik,111 kontribusi 

positif dalam APBD. Reasoning r:1enarik PBB-KB aclulah, kl·tcrpakaian 
bahan bakar di Sumatera Ban:lt beserta eksesnya, tcru\,tllld clampak 

lingkungan. 

Tentu, reasoning serupa bisa ditujukan pada pajak pulsct ponsel. 

Nomor ponsel dengan kode area Sumatera Barztl bisa c!ikumpulkan 

pajaknya. Sebab setiap operator dan vendor tclckurnunik;tsi telah 

memungut pajak atas pulsa ponsel. Maka wajar (dan \vajib) manakala 

Sumatera Barat memperoleh hak bagi hasil. Dalam hal ini, !X'merintah 

provinsi harus sudah mulai menginisiasi tata cara mcrnpcrolch bagi hasil 
pulsa ponsel. Antara lain, dengan menuntut transparansi husil pcnjualan 

pulsa ponsel. Guna mengetahui lebih lanjut, kita bisa menga\\'ulin} a untuk 

audiensi kepada Kementerian Kornunikasi dan Informasi. 

Bila perlu Pemerintah Provinsi bersama DPRD mcngajuka n UJl rnateri 
terhadap UU Nomor 36 tahun 1999 tcn 1_ang Tclch:omunikasi. 
Undang-undang ke-telekomunikasi-an memang tcrgolong cL,duwarsa. 

Kondisi selama 15 tahun penyclcnggaraan telekomunikasi cl i Indonesia 
tentu telah sangat jauh berubal-, Terutama ketenluan ten Lan~ Larif yang 
diatur pada pasal 26, 27, 28 dan 29 UU Nomor 36 Lahun 19gc;. Uji materi 

UU telekomunikasi ini, pasti akan didukung oleh seluruh dacruh. 

Dengan berbagai potensi dan harta karun itu, Su1natc·ra Barat 
sebenarnya bisa mempagu APBD jauh lebih besar. Pernprov DI<! Jakarta 

pada tahun 2014 mampu meningkatkan pagu APBD-nya sctrnpai hampir 

100 persen dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula Pcrnprov Jawa 

Tengah sudah berketetapan untuk meningkatkan APBD-ny,1 s:1mpai 100 

persen dibanding tahun 2014. Maka pada APBD Sumatcrn D;irat tahun 

2015 sebenarnya juga sudah harus jauh di atas Rp 3,6 triliu11 sc·pcrti yang 
diajukan saat ini. 



4. Penyertaan modal 

Mengenai rancangan pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) 
pemerintah daerah pada Bank Nagari, PT. Grafika, PT. ,Jamkrida dan 
Deposito yang berasal dari PT. Rajawali dengan total sebesar 121 miltar 
36juta 304 ribu 200 rupiah, kami menilai hal ini perlu dikaji kembali. 

Mengingat target penerimaan deviden dari hasd pengeloban kekayaan 
daerah yang dipisahkan justeru mengalami penurunan sebesar 8 miliar 
575 juta 954 ribu rupiah atau 8,55% dari rencana tahun lalu sebesar 

100 miliar 268 juta 220 ribu rupiah. 

Terkhusus lagi terhadap BUMD-BUMD yang tidak menunjukkan 
kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, kctrn1 rneminta 
dilakukan audit investigatif dan audit forensik tcrhaclap lctpor~m kinerja 
dan keuangan BUMD-BUMD tersebut sebelum kcmbali lllL'mberikan 
penyertaan modal. Bahkan bila dipandang perlu dilikuidasi sc1j:1 daripada 

selalu "menyusu" dan membebani APBD setiap tahunnya. 

Berkenaan dengan belanja banluan sosial yang clialokasikd11 sebesar 
26 milyar 084 juta 466 ribu 965 rupiah pacla l~APBD t,111 un 2015. 

Menurut kami lebih baik tidak perlu dianggarkan d ul u sepcrti Lall un 2014. 

Kami mengusulkan agar alokasi belanja ban tuan sosi,d \ dng tidak 
dialokasikan itu dapat dimanfaatkan untuk mcningkatkan pos ~mggaran 

pada Belanja Langsung sehingga lcbih mcnstimulus pcrturnbL,lrnn dan 

percepatan pembangunan perekcmomian daerah. 

Sdr Gubernur dan para hadirin yang kami muliakan, 

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum 
Fraksi GERINDRA menyambut baik dcngan clic1jukaJ111\';i F!anperda 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum mi. Ranperda ini rncrupalrnn upaya kita 

bersama untuk menjamin hak asasi warga negara mcmcnuhi kcbutuhan 

akses terhadap keadilan (access to justice) dan kc:samaa11 cli hadapan 

hukum ( equality before the law). 

Meskipun hak atas bantuar. hukum ini tidak secara tegas clinyatakan 

sebagai tanggungjawab negara, namun ketentuan Pasal 1 avaL (3) UUD 
1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi 

manusia bagi setiap warga negara, termasuk hak alas bantuan hukum: 

Keberadaan Ranperda ini akan mcnjadi dasar bagi Pemerint~1h Provinsi 

Sumatera Barat untuk melakssnakan hak konstitusional \Vaq2,,.1 negara di 

bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang tak mampu. Runperda ini 
merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang lak mampu di 

Sumatera Barat. 

Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan masih belum 

banyak menyentuh orang tak mampu (miskin). Mereka kesulitc1n untuk 
mengakses keadilan karena tidak memahami aturan hukum, serta awam 



dalam keadministrasian. Oleh karenanya, kami sangaL bcrlrnrcJp, setelah 
pemberlakuan Ranperda ini nantinya, harus tidak ada lagi vvargct ~umatera 

Barat yang tidak memiliki akses terhadap keaclilan hukurn karena 

ketidaktahuan dan ketidakmampuannya. 

Berpijak dari fenomena diatas dan agar Ranpercla ini bcrj2dctn secara 
maksimal, perkenankan kami mempertanyakan sejauhmana ruang 
lingkup pembiayaan terhadap penerima bantuan hukum khususnya 
masyarakat tidak mampu. Kemudian bagaimana alur dan 
mekanisme yang mengatur secara transparan mengenai prosedur 
mendapatkan bantuan hukum tersebut. 

Hadirin yang kami hormati, 

Selanjutnya terkait Ranperda tentang Pengendalian dan 
Penanggulangan Rabies. 

Sampai saat 1m Sumatera Barat dan bebernp,t daerah 
kabupaten/kota belum memiliki peraturan daerah pengcncl,dian dan 
penanggulangan bahaya rabies. Ranperda ini rnenurul h,.·rnat kami 

termasuk regulasi, advokasi dan sarana serta prasarananya. 

Data Pemprov selama 2013 mcnunjukkan, scbanycl.k 28 ril)u Hewan 
Penular Rabies (HPR) masuk ke wilayah Sumatera. Sebag;an lx:sctr masuk 

ke Sumbar yang digunakan untuk olahraga berburu. 

Fraksi GERINDRA berpenclapat, bahwa untuk kt·rn;islahatan 

masyarakat Sumatera Barat rnaka pengendalian clan pc1w 11~;gulangan 

rabies ini tidak bisa ditangani pernerintah melalui clinas Lnkait saja. 
Narnun juga dibutuhkan dukungan clari semua pilrnk clan rn,ts_\ ci1ttkat. 

Agar upaya penanggulangan rubies di Surnlx\r opti111,il sangat 
dibutuhkan adanya payung hukurn dalam upay,t pcngcn(L1lian dan 

penanggulangan rabies dalam rangka Sumbar bebas rubies. 

Dengan adanya peraturan c!nerah sebagai payung Ii ukum maka 
penanganannya dapat dilakukan secara terpadu dengan sisll'rn .\'illlg jelas, 
serta dukungan dana yang kuat. 

Perda ini sangat diperlukan agar pencegahan rabies clupul dilakukan 
dengan tegas, karena ada dasar hukum sebagai pijakan. Uc11gun perda 
pula dapat diatur secara jelas langkah-langkah pcnanggulctngan dan 
tanggap darurat. 

Sidang Paripurna yang Terhormat:, 

Terkait Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pendirian Yayasan 
Beasiswa Minangkabau. 

Fraksi GERINDRA berpandangan, bahwa keberadaan Yayasan 
Beasiswa Minangkabau ini sesungguhnya sangat positif untuk rncrnbantu 



beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin dan berprestasi cLtlctm rangka 
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SOM) Provinsi Surnlxtr pdcla masa 

datang. 

Namun demikian, kami juga tidak menutup mat;,_ bal1\\';t Lcrnyata, 
setelah lima tahun keberadaan yayasan terse but clan tel ah cli k ukuhkan 
pengurusnya pada 1 Agustus 2010, Yayasan Bcasis\va f'vliwingkabau 

belum juga dapat beroperasi dan mclaksanakan tugas scrlcl kc\\'cnangan 

sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnctl1 Tangga 

yayasan itu. 

Belum berjalannya Yayasan Beasiswa Minangkabau ilu hi11ggc1 saat ini 

menurut pandangan kami rnungkin karena banyak L.'lktur yang 
mempengaruhinya. Oleh karena itu usulan Sc!r. GubtTnu1· untuk 
mencabut Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau (YBM) itu sendiri 

menurut kami tidaklah tepat. 

Kami menyarankan untuk mcngevaluasi tcrlcbih dahulu dimana 
sebenarnya letak permasalahan schingga Yayasan Bcasiswa Minangkabau 
ini belum dapat beroperasi dan mclaksanakan tugas scrta kewcnungannya. 

Bila kendalanya terdapat pada Perda sebagai payung hukurnnya, tentu 
saja bukan pencabutan Perda yang mestinya clilakukan, melainkan 
penyempurnaan Perda sehinggR Yayasan Beasiswa Minangkctlxtu dapat 

beroperasi dan melaksanakan tugas serta kewenangannya sebagaimana 

motivasi awal pendirian Yayasan Beasiswa Minangkabau tersebut. 

Sdr Gubernur dan para. hadirin yang kami muliakan 

Terkait Ranperda tenta.ng Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

Fraksi GERINDRA berpandangan bahwa, AS! eksklusil' adalah 

intervensi yang paling efektif untuk rnencegah kcmutian ;11rnk, narnun 

rnenurut Survei Dem0grafi Kesehatan, tingkat pembcrian /\Sl cksklusif 

telah menurun selama dekade terakhir. 

Saat ini, hanya sepertiga penduduk Indonesia seect1·ct eksklusif 

menyusui anak-anak rnereka padct enam bulan pntamEt. 1'\clu banyak 

hambatan untuk menyusui di Indonesia. Bebcrupa ibu Jllga takut 

menyusui akan menyakitkan dan ticlak praktis, tapi salah sc1 t Lt kendala 

terbesar adalah kesalahpahaman dctri istilah 'ekskl usi r. 

Menyusui memberikan banyak manfaat. ASI uc!alah m,tkct1wn ideal 

bagi bayi, menyediakan nutrisi yang rnerckct butuhkct11 untuk 

perkembangan yang sehat dan rncmberikan antibocli L<:Trrnclt1p penyakit 

anak yang umum seperti diare dan pneumonia yang menjadi duct pcnyebab 
utama kematian anak di negara ini. 

Sayangnya, masih banyak perernpuan dan anggutcl kcludrgd _\ clllg tidak 
menyadari manfaat ASI eksklusif. Pcrempuan masih h,:irus nic1llilcth-milah 
mitos, informasi, dan pesan tentang mcnyusui. 



Untuk mendukung agar generasi Sumatera Barat ke clcpan lebih 

berkualitas melalui pemberian ASI Eksklusif ini merupakan tugas mulia 

karena Pemerintah Daerah memberikan sarana dan prasarc1nu memadai 
kepada masyarakat, khususnya kaum ibu yang tengah menyusui, baik di 

kantor maupun di tempat-tempat publik. 

Kami sepakat dan menyambut baik dengan diajukannya Ranperda 
Pemberian Air Susu lbu Eksklusif ini. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan Sidang dan para Hadirin yang terhonnat, 

Pada akhir Pandangan Umum ini kembali kami Legnskan h~th\\'a Fraksi 

GERINDRA memiliki komitmen kual untuk mewujudkan iklim _\ct11g kondusif 
bagi kemantapan dan peningkatan kincrja Pemerintah Dacrah, lwgitu juga 
dengan peningkatan kinerja Dewan Pcrwakilan Rakyat Dcicrah. 

Dan sudah menjadi tanggungjawab kita bcrsama u11LL1k selalu 
membangun kebersamaan, kolektifitas dan sinergitas c!alam bcrdcmokrasi 
yang bertanggungjawab sesuai kaidah-kaidah dan peru11dang-urnlct11gan yang 
berlaku. 

Akhir kalam, tidak ada gading yang tak retak, scgalu kekurc111gc1n hanya 
milik kita sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah rnilik Allcd1 SWT. 

Mohon Maaf dan Terima Kasih 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE1\AH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

HIDAYAT, SS 

Ketua GER.A.KAN:::~~~~~' 

OF RO PHOY. ;,utalY, . 
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Sekretaris 


